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DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 245 ayat (3)
dan Pasal 315 ayat (1) dan Pasal 319 Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang, Pasal 181 Peraturan Pemerintahan Nomor
12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Rancangan Peraturan Bupati Tanah Datar tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024 harus dilakukan evaluasi sebelum
ditetapkan oleh Bupati.

bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah
Datar tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
dan Rancangan Peraturan Bupati Tanah Datar tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024, perlu dievaluasi untuk menguji
kesesualan dengan peraturan perundang-undangan yang
lebih tinggi, kepentingan umum, Rencana Kerja Pemerintah
Daerah serta Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara dan RPD.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Tanah Datar tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Tanah
Datar tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2024

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286).
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah {Lembaran Negara Republik Indeonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor &757).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi
Sumatera Barat [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6806).

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Nepara Republik Indenesia Nomor 6322).

Peraturan Menteri Dalam Negeni MNomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahunm 2021
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Rancangan Peraturan Daerah lentang Anggaran Pendapalan
dan Belanja Dacrah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belania
Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomoer 15 Tahun 2023
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Draerah Tahun Anggaran 2024.
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MEMUTUSKAN :

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Rancangan Peraturan Bupati Tanah Datar tentang Penjabaran
Angparan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2024 tercanlum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Keputusan Gubemnur ini.

Bupati Tanah Datar bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
menindaklanjuti hasil  evaluasi dengan  melakukan
penyempumaan dan penyesuaian atas Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Tanah Datar tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Dagrah dan Rancangan Peraturan Bupati Tanah
Dalar tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2024 berdasarkan hasil evaluasi
paling lambat 7 ([tujuh] hari terhitung sejak diterimanya
Kepulusan Gubernur ini.

Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati
Tanah Datar dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan
Bupati Tanah Datar menetapkan Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Tanah Datar tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan
Peraturan Bupati Tanah Datar tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Dacrah Tahun Anggaran 2024
merjadi Peraturan Byupati, Gubernur mengusulkan kepada
Menteri Dalam Negeri, selanjutnya Menteri Dalam Negeri
mengusulkan kepada Menteri Keuangan untuk melakukan
penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bupati Tanah Datar menyampaikan kembali Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan
Bupati Tanah Datar tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang telah
dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian sesuai dengan
hasil evaluasi kepada Gubernur sebagatmana diktum KEDUA
untuk mendapatkan nomor register.

Bupati Tanah Datar menetapkan Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Tanah Datar tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Dacrah dan Rancangan Peraturan Bupati Tanah Datar
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten
Tanah Datar tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Bupati Tanah
Datar tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Draerah Tahun Anggaran 2024 sectelah mendapatkan nomor
register sebagaimana diktum KEEMPAT.

Pengangguran, pelaksanaan dan  pertanggungjawaban
pelaksanaan Peraturan Dacrah Kabupaten Tanah Datar
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024 dan Peraturan Bupati Tanah Datar tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024 sah, apabila memenuhi ketentuan peraturan
perundang-undangan.




KETUJUH

Tembusan:

Keputusan Gubernur ini mulaj berlaku  pada tanggal
ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 22 Desember 2023

GUBE MATERA BARAT,

MAHYELDI

1. Menteri Dalam Negeri cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah:
2. Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sumatera Barat;
3. Inspektur Provinsi Sumatera Barat.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR  S03 - 859 - 2023

TANGGAL 22 DESEMBER 2023

TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI TANAH DATAR TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH
DATAR TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

I. TUJUAN EVALUASI

Evaluasi1 Rancangan Peraluran Daerah Kabupalen Tanah Datar lenlang APBD
Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Tanah Datar tentang
Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 untuk menguji Kesesuaian Rancangan
Peraturan Dacrah Kabupaten Tanah Datar tentang APBD Tahun Anggaran 2024
dan Rancangan Peraturan Bupad Tanah Datar tentang Penjabaran APBD Tahun
Anggaran 2024 dengan :

A. Ketentuan peraluran perundang-undangan yang lebih tinggi;
B. Kepentingan umurm;

C. Rencana Kerja Pemerintah Daerah [RKPD), Kebijjakan Umum APBD (KUA)
dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS); dan

D. Rencana Pembanpgunan Daerah (RPD).

[I. KEBIJAKAN UMUM

Berdasarkan Pasal 245 ayat (3) dan Pasal 315 ayat (1) Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Pasal 112 Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar tentang APBD
Tahun Anggaran 2024 harus mendapat evaluasi Gubernur sebelum ditetapkan
oleh Bupati, meliputs:

A. Kesesuaian Tahapan Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Tanah Datar tentang APBD Tahun Anggaran 2034 dengan
Peraturan Perundang-Undangan.

Rancangan Peraturan Daerab Kabupaten Tanah Datar tentang APBD Tahun
Anggaran 2024 yang telah disetujui bersama antara Bupati Tanah Datar dan
DPRD dan Rancangan Peraturan Bupati Tanah Datar tentang Penjabaran
APBD Tahun Anggaran 2024, disampaikan kepada Gubernur dengan
tahapan jadwal penyusunan APBED scbagaimana Tabel. 1, scbagai berikut :




Tabel. 1
Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBD
No. Uraian Pcnetapan fPeraetujuand 5y t_:at _ Ket
Numar Fanggal
Sesuail,
Penetapan Perkada (paling lambat 1
mengenai RKPD . satu minggu

: Kabupaten Tanan Datar Mamar 12 Tahun 2023 | 3 Juli 2023 seteluh RKPD

! Tahun 2023 ‘ Provinsi di

) _ tetapkan] L
Penyampaian Rancangan | Sesuai, -
KUA dan Rancangan \ : . [paling lambat

2 | ppas oleh Kepala Daerah | 90D f292/ BPKD, 2023 14 Juli 2023 mingen 1 bularn
kepada DPRD Juli)

. Sesual
hesepakalan antara !
. : 1/K - :

3 | Kepala Daerah dan DPRD |, f{\_ S?J?g’;ﬁgﬂ?g 12023 4 Agustus 2023 | [PElng lﬁb?t

atas Hancangan KUA | ) | Tﬁﬁ;} ian
S Sesuai
Kesepakatan antara Lal,

4 | Kepala Daerah dan DPRD ‘ R i) ﬁgg‘:%" 2023 ‘ 4 Agustus 2073 | [Paling lambat
atas Rancangan PPAS | /2/KSR/ LY ! rglﬂg’f::ﬂ:l bulan
Penyampaian Rancangan )
Peraturan Davrah : S‘E;ﬁmj' lamb

5 | tentang APBD clch | U00.1.1.3/381/BPKD/2023 - |3 Septomber 2023 | [PAM8 b EI“
Kepala Daerah kepada : ; rl;nnggub wan
OPRD . | Seplember)

t HSesual,
ipaling lambat 1
Perserujuan boersama . isatu} bulan

& | PRI dan Kepale Duerah | {J{J{}f'}?;gfg;[?:ED%géizﬂﬁﬁ 33 November 2023 | sebelum

Tentang Ranperda APBD | o thimulainya tahun

: Anggaran
I - | berkenaan)
Menyampaikan S st
Rancangan Peraturan [disamijailcan 3
Daerah tentang APBD ' {tiga] hari sejak
dan Rancangan - i = )

T Peraturan Kepala Dacrah GO0 1. 1. /540, BPFRD 2023 | 5 Dezember 2023 ta::gftai_ua

| tentang, Penjabaran APBD R e man Perda
" untuk dievaluasi APBED B4
Gubernur b

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar tentang APBD Tahun
Anggaran 2024 lelah disetujui bersama antara Bupati Tanah Datar dan
DPRD pada tanggal 30 November 2023 dan telah disampaikan kepada
Gubernur pada tanggal 13 November 2023, sudah sesuai dengan Pasal 245
ayat (3], Pasal 315 ayat (1) dan Pasal 319 Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Pasal 112
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana ditegaskan pada Lampiran D tabel 7 angka 8
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman
Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024, yaitu disampaikan kepada
Gubernur untuk dievaluasi paling lambat 3 (tiga] hari kerja sejak tanggal
persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Tanah Datar tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

Rancangan Pcraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar tentang APBD Tshun
Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Tanah Datar tentang
Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 tersebut juga disertai dengan
RKPD, KUA, dan PPAS yang disepakati antara Kepala Daerah dan DPRD.

EKPD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024 wyang ditetapkan dengan
Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana
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Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024 ditetapkan
pada tanggal 3 Juli 2023, sudah sesua! dengan Pasal 104 ayat (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daersh Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Dacrah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana
Kerja  Pemerintah  Daerah, yang menegaskan bahwa Bupati/ Bupati
menetapkan  Peraturan  Bupati/Peraturan Bupati tentang RKPD
Kabupaten/Kota paling lambat [ (satu) minggu setelah RKPD Provinsi
ditetapkan, di mana penetapan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024
dilakukan pada tanggal 27 Juni 2023 dengan Peraturan Gubernur
Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja
Pemerintah Dacrah Tahun 2023,

Selanjutnya penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS Tahun
2024 oleh Bupati Tanah Datar kepada DPRD Kabupaten Tanah Datar pada
tanggal 14 .Juli 2023 dan Kesepakatan antara Bupati Tanah Datar dengan
DPRD Kabupaten Tanah Datar terhadap KUA dan PPAS Tahun 2024 pada
tanggal 4 Agustus 2023, sudah sesuai dengan Tahapan dan jadwal proses
Penyusunan APBD dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun
2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 yang
menegaskan bahwa penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS
Tahun 2024 oleh Kepala Daerah kepada DPRD ditakukan paling lambat
Minggu [ Agustus 2023 dan Kescpakatan antara Kepala Daerah dan DPRD
atas Rancangan KUA dan Rancangan PPAS dilakukan paling lambat Minggu
II Agustus 2023.

Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2023 oleh
Bupati Tanah Datar kepada DPRD Kabupaten Tanah Datar pada tanggal 13
September 2023, sudah sesual dengan Tahapan dan jadwal proses
Penyusunan APBD dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun
2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 yang
menegaskan bahwa Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang
APBD oleh Kepata Daerah kepada DPRD paling {ambat Minggu II bulan
Scptember bagi daerah yang menecrapkan 5 (lima) hari kerja per minggn
atau paling lambat Minggu IV bulan September bagi daerah vang
menerapkan B (enam) hari kerja per minggu.

Pengambilan persetujuan Bersama Rancangan Peraturan Daerah tentlang
APBD Tahun 2024 oleh DPRD Kabupaten Tanah Datar dengan Bupati
Tanah Datar pada tanggal 30 November 2023, sudah sesuai dengan
Tahapan dan jadwal proses Penyusunan APBD dalam Lampiran D tabel 7
angka 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah [APBD)
Tahun Angparan 2024 yang menegaskan bahwa Persetujuan bersama DPRD
dan Kepala Daerah dilakukan paling lambat 1 {satu) bulan sebelum
dirmulainya tahun anggaran berkenaan.

Kedepannya Bupati dan DPRD Kabupaten Tanah Datar agar tetap konsisten
dalam memenuli tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan, mulai dari penetapan RKPD,
penyusunan dan penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada
LPRD untuk dibahas dan discpakati bersama untuk menjadi dasar bagi
Pemerintah Daerah dalam menyusun, menyampaikan dan membahas
rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai
dengan rmaksud pasal 104, pasal 106, pasal 111 Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengclolaan Keuangan Daerah.
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B. Kebijakan umum terkait dengan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
dalam APBD

Semua pencrimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam bentuk uang
dianggarkan dalam APBD. Penerimaan daerah merupakan rencana
penerimaan dacrah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk
setiap sumber penenimaan daerah dan berdasarkan pada ketentuan
peraturan perundang-undangan, yang terdiri atas pendapatan daerah dan
penerimaan pembiayaan daerah. Pengeluaran daerah merupakan rencana
pengeluaran  daerah sesuai dengan  kepastian  terscdianya dana  atas
penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup dan harus memiliki dasar
hukum vang melandasinya, yang terdiri atas belanja daerah dan
pengeluaran pembiayaan daerah. Selanjutnya, setiap pejabat dilarang
melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD jika
anggaran untuk membiayal pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak
cukup tersedia.

Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 terkait dengan
pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah antara lain
dengan ketentuan:

1. Kebijjakan Pendapatan Daerah

a. Alokasi target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Tanah Datar tentang APBD Tahun Anggaran
2024, barus berdasarkan pada perkiraan vang terukur secara
rasional! yang dapat dicapai untuk setiap sumber Pendapsatan
Daerah dan memiliki kepastian serta sesual dengan ketentuan
peraluran perundang-undangan, sebagaimana maksud Pazal 24
ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Berkaitan
dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar
dalam menyusur Prognosis target pendapatan harus
memperhatikan realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2022
sebesar Rpl.173.573.895.007,31 atau 98,86% dari total pendapatan
daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar tenlang
APBD Tahun Anggaran 2022 dan realisasi pendapatan daerah
Tahun Anggaran 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023
sebesar Rpl.038.191.667.077,03 atau 81,97% dari total pendapatan
daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar tentang
APBD Tahun Anggaran 2023,

b. Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar tentang APBD Tahun
Anggaran 2023 meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening
Kas Umum Daerah [RKUD] yang tidak perlu dibayar kembali cleh
daerah dan penerimaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan  diakut scbagai penambah ekuitas yang
merupakan hak daerah dalam 1 (satu] tahun anggaran,
schagaimana maksud Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor
12 Tahun 2019 dan butir C.1.a s/d C.1.]| Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023,

c. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD
mempertimbangkan paling sedikit kebijakan makro ekonomi daerah,
potensi pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana maksnd
Pasal 102 Undang-Undang Nomar 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

d. Melakukan reformasi kebijakan di bidang pendapatan antara lain
adalah mendukung pemulihan dunia usaha dan optimalisasi
melalui inovasi kebijaltan serta mitigasi dampak untuk percepatan
pemulihan ekonomi dan restrukturisasi transformasi ekonomni.




2.

Kebijakan Relanja Daerah

da.

Alokasi belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Tanah Datar tentang APBD Tahun Anggaran 2024
merupakan rencana pengeluaran daerah sesuai dengan kepastian
tersedianya dana atas penerimaan daerah dalam jumlah yang
cukup dengan memperhatikan realisasi belanja daerah Tahun
Anggaran 2022 sebesar Rpl1.186.934.494.819,00 atau 92,14% dari
total belanja daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah
Datar tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dan realisasi belanja
daerah Tahun Anggaran 2023 sampai tanggal 10 November 2023
sebesar Rp931.770.997.309,50 atau 68,85% dari total belanja
daerah dalam Peraturan Daerah Kabupalen Tanah Datar tentang
APBD Tahun Anggaran 2023.

Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar menyusun program
pembangunan daecrah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan
daerah yang berorientas: pada pemenuhan kebutuhan urusan
pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik
dan pencapaian sasaran pembangunan sebagaimana maksud butir
C.1.m Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tzhun
2023.

belanja  daerah harus mendukung target capaian prioritas
pembangunan nasional tahun 2024 sesuai dengan kewenangan
masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, kemampuan
pendapatan daerah, dan fokus pada pencapaian target pelayanan
publik sebagaimana maksud butir C.1.m.1} Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023..

belanja dacrah disusun dalam rangka mendukung percepatan
transformasi ekonomi paling sedikit meliputi:

1} penghapusan kemiskinan ekstrern antara lain:

a} pengurangan beban pengeluaran masyarakat.

b} peningkatan pendapatan masyarakat.

c} penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.
2]  penurunan stunting antara lain:

a] kegiatan yang mendukung intervensi gizi spesifik sepert
pemberian suplemen dan makanan tambahan bagi ibu
hamil, bayi dan balita.

b] kegiatan yang mendukung intervensi gizi sensitive seperti
penyediaan akses air minum layak, akses sanilasi lavak,
akscs layanan keschatan dan keluarga berencana dan
pendampingan keluarga rawan stunting.

c] kegiatan pendukung pcnanganan stunting, seperti kegiatan
fasilitas: penataan dan pemberdayaan kelembagaan;

dengan memprioritaskan belanja utamanyaz untuk kegiatan
yang mendukung pemberian makanan tambahan dan suplemen
gizl terutama untuk ibu hamil, bayi dan balita.

3} pengendalian inflas aniara lain:
al peningkatan produksi dan ketersediaan pangan strategis.

b] pengendalian laju alih fangsi lahan.

¢} pemberian bantuan scktor pertaman yang tepat sasararn.
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d] penguatan tata kelola logistik daerah.
€] pengawasan harga dan operasi pasar.
4] peningkatan investasi antara lain:

a) kemudahan usaha dan investasi melalui penguatan sistem
Omnline Single Subrmssion (Q5S).

bj mendukung penguatan konektivitas dan kualitas sumber
daya manusia.

3] penguatan kualitas sumber daya manusia;
6] pembangunan infrastruktur; dan
7] peningkatan nilai tambah Sumber Daya Alam (SDA.

Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menetapkan target capaian
kinerja program, kegiatan dan subkegialan yang konkrit dan tidak
absurd untuk belanja daerah, dengan tetap memperhatikan rasa
keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat scsuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis,
efekti{, transparan, dan bertanggung jawab.

dalamn rangka meningkatkan kualitas belanja dalam APBD,
Pemerintah Kabupaten Tanah Datar memprioritaskan alokasi
anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran
belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program,
kegiatan dan subkegiatan.

Belanja Daerah yang disusun harus berpedoman pada standar
harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar
teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 33
Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023
tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020
tentang Standar Harga Satuan Regional dan butir C.1.m.5)
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023,

3. Kebijakan Pembiavaan Daerah

=18

Pembiayaan Daerah merupakan setiap pencrimaan yang perlu
dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kermbali,
baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun pada
tahun tahun anggaran berikutnya, sebagaimana maksud Pasal 28
ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir
C.l.n Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun
2023.

klasifikasi akun pembiayaan daerah yang diuraikan menurut
kelompok, jenis, objek, rincian objek, subrincian objek dikelola
berdasarkan kewenangan pengelelaan keuangan pada saluan kerja
pengelola keuangan daerah sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

pembiayaan mnetto merupakan sclisith  antara penerimaan
pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan netto
digunakan untuk menggunakan surplus anggaran atau menutup
defisit anggaran.
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HI. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI/BUPAT! TENTANG PENJABARAN APBD
DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH
TINGGI] DAN KEPENTINGAN UMUM

A Kebijakan Pendapatan Daerah

Penganggaran target pendapalan daerah dalam Rancangan Peraturan
Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar
Rpl.305.077.368.749,00 mengalami penambahan sebesar
Rp64.358.175.899,00 atau 5,19% dibandingkan dengan target Pendapatan
Daerah dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Angegaran 2023
sebesar Rpl.240.719.192.850.

Pendapatan Daerah tersebut diuraikan sebagai berikul :

}. Pendapatan Asli Dacrah (PAD) sebesar Rp152.635.540.000.

2. Pendapatan Transfer sebesar Rpl.151.691.828,749,

3. Lain-iain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp750.000.000.

Penganggaran target Pendapatan Daerah tersebut harus merupakan
perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta
berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana
diamanatkan dalam Pasal 24 ayat {4) Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Belain itu, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar juga harus melakukan
reformasi kebijakan di bidang pendapatan antara lain mendukung
pemulihan dunia usaha dan optimalisasi melalui inovasi kebijukan serta
mitigasi dampak untuk percepatan pemulihan ekonomi dan restrukturisasi
transformasi ekonormi.

Targel Pendapatan Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Tanah  Datar tentang APBD Tahun  Anggaran 2024  sebesar
Rp1.305.077.368.749,00 dirinci sebagaimana Tabel 2 sebagai berikut :

Tabel 2
Pendapatan Daerah
URAIAN JUMLAH [Rp}

PENDAPATAN DAERAH 1.305.077.368.749

Pendapatan Asl Daerah 152.635.540.000
 Pajak Daersh f 31.758.477.000

Retribusi Daerah _ 90.520.525.000
_ Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan _ 25.000.000.000

Lain-Lain Pendapalan Asli Daerah vang Sah 5.246.535.000
_Pendapatan Transfer ~ 1.151.691.828.749

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1.088.833.434 000

Pendapatan Transfer Antar Daerah ) 62 838.394 749

Lain-Lain Fendapatan Daerah Yang Sah ) 750.000.000

Pendapatan Hibah 750.000.000

1. Pendapatan Asli Daerah [PAD)

Penganggaran target Pendapatan Daerah yang bersumber dari PAD
dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar tentang
APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp152.635.540.000,00.

Target Pendapatan Asli Daerah pada Rancangan APBD Tahun Anggaran
2024 dan Persandingannya dengan target dan realisasi PAD pada APBD
Tahun Anggaran 2022 dan 2023 disajikan pada Tabel 2.1 di bawah ini.




Uraian

1
PENDAPATAN ASL) DAERAH
Pajak Daerah
~ Pajak Hotel
Pajak Resloran
Fajak Hiburan
_ Pajak Reklame
Pajak Pererangan Jalan
 Pajak Air Tanah
~ Fajak Mingrai Bukan Logam dan Batuan
Pajak Burni dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan (PEBFZ)
Bea Perclehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan [BPHTE)
_ Retribusi Dagrah
Retribusi Palayanan Kesehatan
Retribusi Pelayanan Persampahan/
Kebersihan
Retribusi Pelayanan Parkyr di Tepi Jalan
Urmum
Retribusi Pelayanan Pasar

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Retnbusi Pemeriksaan Alat Pemadam

_ Kebakaran

~ Retribusi Panggantian Biaya Cetak Peta
Retribusi Penyadiaan dan‘atay
Penyadotan Kakus

0,00

Tabel 2.1

Perkembangan Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah

APBD-P Tabun Anggaran 2022
(Rp)
Target Realisas|

- ” . H .
$27.561.705.911,00 1445222457493
22367.041.00000  24.805.993.02055
105000000000 1335786 989,80
190000000000 257123605000
BB.O00.00000 . 2179077320 |

142.200 000,00 168,980 4B2 00
12700.000.00000 1319306361600
10,000,000 00 18.020.110,00
A99.841.00000  330.05085155

300000000000  3.174.411.006.00

300000000000 3.992.654.142.00
8.7TR.500400,00  7.862010.320,00
000 0,00

205,137 500,00 273.075.000,00

400.000 000,60 434,724.000,00
53099200000  861.626892,00
§00.000.00000  BYE.53B000,00

7.500.000 00 7540, 800,00
4800000000  4B00000000

0,00

4=3:2
113,30
140,94

12722
13533

3302

11883
10388
180,20

66,16
105,81

13305

89,82

133,12

108 58

15956
1609

100,53

100,00

APBD-P Tahun Anggaran 2023

ﬁ_“_r lisasi Per 10
ealisas Br
Torget Nov 2023

| 148.527.936.542,00  127.063.038.224,30
30.838.830.939,00  21.255.160.778,57
1.448,260.00000 1228104 4500 |
258964000000 1.707.233.34000 |

TAGHA0000 8253213276
15663832000 13835560100
17.271.000.00000 © 11471.114.184,00
11.156.000.00 11.481 02600
65650701900 27623279181

450000000000 3.206.289.194,00

472000000000  3.133.626.164,00
10.104.003.800,00  6.677.396.428,00
0,00 | 0.00 |

27335750000 196.995.000,00

540.000.000,00  440.909.000,00
937.202.00000  520.257.990.00
600.000.000,00  411.827.00000

7.500.000,00 4.070.000,00
48000.00000 3864000000

0.00

0,00

%

765 .
152.635.540.000,00
3M.750.47T.000.00

85,35

8892
8480

65,67

11209
87,21
B642
0281
4964

7125

428
65,06

0,00

72,06

B1,85

5551
68,64

=

8050

Target RAPBD
Tahun Anggaran
2024

{Rp)
8

1,500 D00, 000 00

3.000 000.000,00
21 791.000,00

180 000,000 00

B.000. 000 000, 00

350.000 (00,00

0.00

0.00

16.000 000.000.00
25.000.000,00
581.686.000.00

4 450000 000, (1)

90.530,525.000,00
BO.B3I7 355 00000

S00.006. 000,00

1.084.175 000,00
000

o0

Selisih Targed
APBD-P TA, 2023
dan Target
RAPED TA. 2024

{Rp)
5=8.5

4.107.603.458
919,646,061

51.740.000

400.360.000
(51.838.600)

21.361.680

[1.271.000.000)

13.844.000

25178.981

#.800.000. 004

230.000.000

80.422.521.200
80637 356,000

76642 500

(40.000.000)
156,883 000

(600.000.000)

{7.500.000)

(48.000.000)

0

% Salisih

Target
APBD-P
TA. 2023

dan

Target
RAPRD

TA 2024

{¥e)

10=9:5
27
2,98
357
15,40

{70,40)
1347
(7,36]
124,09
4,52

KER

545
785,63

28,04

7.41)

16,74
(100,27

(100 00}
1100 00}

% dari Target
RAPBC Tahun
Anggaran 2024
dan Realisasi

APED-P TA
202 per 11
Nov 2023

(%)
11=5:6
120,13
14942
12214
175,72
2640
130,10
13448
217,75
21058

187,13

14200

0,00

177,68

112,40

210,31
0,00

0,00
3,00
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Retribusi Pengawasan dan Pengendalian

Menara Telkomunikas
Ratribusi Pemakaan Kekayaan Daersh
Retribusi Pasar Grosir danfatau
Pertokoan
Retribusi  Pelayanan  Penyediaan
_ Fasiiitas Lainnya di Lingkungan Terminal
_ Retnbusi Tempat Khusus Parkir
~ Retribusi Rumah Potong Hewan
Retribusi Tempat Rekreasi dan Qlahraga
Retribusi Penjualan Produksi Usaha
. Uaeragh
Retribusi |an Mendirikan Bangunan
Retribusi |zin Trayek unluk Menyediakan
Felayanan Angkutan Umum
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan
Bagian Laba yang Dibagikan kepada
Pemerintzh Daerah {Dividen) atas
Fenyarlaan Modal pada BUMD
Bagian Laba yang dibagikan kepada
Pamarintzh Dasrah {Dividen) atas
PenyertaznModal pada Perusahaan Milik
~ Swasta

Lain.Laln Pendapatan Asll Casrah
_ yany Sab
Hasil Penjualan 8MD yang Tidak
Dipisahkan

APED-F Tahun Anggaran 2022

{Rp}

Target
2

J80.717 000,00
573.958.900.00

441 852 000,00

7.000.000,00

120.000.000,00
91,850 000,00
5.000.000 000,00

75.000.000 00

300.000.00000

5.000.000,00

000
21,144,596, 159,00

21,118 .556.199,00

30 000.000,00

75.270.260.212, 00

o0

Ruealisasi
3

5.286 800,00
48571572800

364.0116.960.00

14.332.000 00

145.806.600 00
B1.750.000.00
422395750000

84,250 800,00

151 DRE 048,00

4 305 G00.00

0.00
21.145.408.969,00

21118 59618400

26812770 .00

90 588033 430,76

134.306.091,00

4=3:2
147

8463

82,38

204,74

121,51
§9.20
84 48

112,33
50,36
B6,10
0.00
9498

100,00

{00

120,48

APBD-P Tahun Anggaran 2023

EEE lisasi Per 10
EUEEL r
Target Nov 2023
5 . 5
350.000.000,00 0,00
42193990000 38660355000
44185200000  253.769.858,00
5.000.000,00 5.811.000.00
12000000000 47 576.000.00
11250000000 67.950.00000
579742240000 3957 259.920.00
128.140.000,00 93.212.000,00
32000000000 14327011000
5.000.000,00 3.155.000.00
000 000
24.108.515.569,00  24.115.305.288,00
24.108.515.569.00  24.108.515.568,00
0.00 6.789.718.00
B3.472.588.234,00  75.015.167.729,73
ITHEIT00 32791139700

TS

0.00
9162
57 43

1G22

12306
604D
BB.26

£l

77.42
000
63,10

100,03

100,00

89,87

100,60

Target RAPBD
Tahun Anggaran
2024

(Rp)

0.00
£57.048.000,00

473.000 600,00

(00

145,807 000.00
120.000 00000
£.000.000.000,00

203.1403.000,00

000

000

350 000.000.00
£5.000.000. 500,00

25000000 000,00

0,00

5.346.538.000,00

o0

Selisih Targel

APBD-P TA. 2023

dan Target

RAPED TA. 2024

{Re)
9=8-5

(350.000.000)
235.108.100
31.148.000

{5.000.000)

25.807.000

7.500.000

202577600

75.000.000

(320.000.000)

£5.000.000)

350 000000
891.484.431

591,464 431

(76.126.048.234)

(327.911.397)

v, Sellsih

Target
APBD-P
TA. 2043

dan

Target
RAPBD
TA. 2024

{*%)
10=09:5
{100,001
55,72
7,05

{100,063

21,51
867
349

58,53
(100.00)
(100,00)

370

3.7

{93,59)

§100.60)

% darl Target
RAFED Tahun
Anggaran 2024
dan Raaligasi

APBD-P TA
2023 per 10
Moy 2023
(%)

11=B:6

168,82
186,38

0.0

98,73
17660
15162

204,75
0,00
0,00

103,67

103,70

.00

112
0.00
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Jasa Girg

Hasil Pengelolaan Dzna Bergulir
Pandapatan Bunga

Penerimaan atas Tuntutan Gandj
Kerugian Keuangan Dreerah

Penerimaan Komisi, Patongan, atau

~ Bentuk Lain

Pendapatan Denda alas Keterlambatan
Pelaksanasan Pekeragn

~ Pendapatan dari Pengembalian
Fendapalan Denda Pajak Dacrah
Pendapatan Denda Retribusi Dserah

Pandapatan Hasil Eksekusi alas Jaminan

~ Pendapatan dan Pengembalian

. Pendapatan BLUD

Pendapatan Hasil Pengeloiaan Dana
Berguir
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APBD-P Tabun Anggaran 2022

{Rp}

Targat
Z

2 500.000 000,00

0,0G

4.500.000.000,00

830.061.858 (0

26,655 646 00

197 B77 472 00

0,00
0.00
0.00

0.0C

162.968.28500
67.052.507.051.00

Q.00

Realisns|
3

221251098900

2.500.000,00

§.388.790.319.00

1.456. 609,359, 00

1654 447 642 00

1292727 215,78

000
79.507.104,00

4=1:2

BB .5

180,30
620674

653,30

0,00

0,00

165.006.196,00
77.251.938 515,00

0.00

101,31
1541

142,20

APBD-P Tahur Anggaran 2023

Ea.x lisasi Por 10
galisas: Br
Target Nov 2023
5 _ 6 .
150000000000 132592194500
000 D0
452810157900 3.741.243591.00
127.166.60000  128.166.600,00
15.061.936 00 30.650.868,00
712.266.889,00  712.256.688,63
45439.561.00 4643856110
128.01100 36472200
0.00 000
00 000
000 00
TH210.984.46100 68 697.676.356.00
4.537.000,00

4,537 00000

%

| 765
88,39 |

52,62
100,79

203,50

100.00

100,00
8491

a0, 14

100,00

e S
Tahun Anggaran dan E__,m_a
L RAPBD TA. 2024
(Rp} {Rp)
8 o Bs
1.500.000.000.00 0
000 0
3A6538.00000  (681563.579)
0,00 {127 166 .500)
0,00 {15.081.936)
0,00 (712 256 685
0.00 46.438.561)
0.00 [128.01M1)
0.00 0
000 0
000 0
000 (76210984 46Y)
0.00 [4.537 000}

5 Sellalh

Target
APBD-P
TA, 2082

dan

Targat
RAPRD
TA. 2024

%)
10=8:5
0,00
(15,06)
(100,00}

{10000

{100,00)

{100,001
(100,004

(100.00)
(100,00)

% dari Target
RAPBC Tahin
Anggaran 2024

dan Realisasi

APED-P TA
2023 par 10
Noy 2023

{%}
t1=8:6
113,13
102,81

.00

{00

Q.00

0,00
0,00
(0,06

(.00
(.00



Selanjutnya, target PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Tanah Datar tentang APBD Tahun Anggaran 2024 terdir dani:

a.

Pajak Daerah

Penganggaran target Pendapatan Pajak Daerah dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar tentang APBD Tahun
Anggaran 2024 sebesar Rp31.758.477.000,00.

Target Pajak Daerah tersebut diuraikan ke dalam obyek pendapatan
Pajak Daerah antara lain ;

1} Pajak Hotel sebesar Rpl.500.000.000,00.
2] Pajak Restoran sebesar Rp3.000.000.000,00.
3] Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp16.000.000.000.

4] Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan [PBBP2)
sebesar Rp6.000.G00.600,00.

5] Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar
Rp4.450.000.000,00.

Retribusi Daerah

Penganggaran target pendapatan Retribusi Daerah dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar tentang APBD Tahun
Anggaran 2024 sebesar Rp90.530.525.000,00.

Target Retribusi Daerah  tersebut diuraikan ke dalam obyek
pendapatan retribusi daecrah antara lain :

I} Retribusi Jasa Umum sebesar Rp82.581.530.000,00 dengan
rincian antara lain :

a} Retnbusi Pelayanan Keschatan sebesar Rp80.637.355.000,00,

bj Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan sebesar
Rp350.000.000,00.

¢} Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebesar
Ep500.00G.0C0,00.

d] Retribusi Pelayanan Pasar sebesar Rpl.094.175.000,00.

Terhadap pendapatan BLUD yang berasal dari jasa lavanan
keschatlan yvang semula dilelakkan dalam Lain-lain Pendapatan
Asli Daerah pada objek Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan,
agar dipindahkan ke Retribusi Jasa Umum pada objek Pelayanan
Kesehatan, hal ini sesual dengan Peraturan Pemerintah Nomor
35 Tahun 2023 Pasal 27 ayat [3) yang berbunyi : Pelayanan
schagaimana dimaksud pada ayat (2} termasuk pelayanan yang
diberikan cleh BLUD.

2) Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp7.598.995.000,00 dengan
rincian antara lain :

al Retribusi Pernakaian Kekayaan Daerah sebesar
Rp657.048.000,00.

b} Retribusi Pasar Grosir dan/atau  Pertokoan  sebesar
Rp473.000.000,00

¢} Retribusi  Tempat Rekreasi dan  Olahraga sebesar
Rp6.000.000.000.

3) Retribusi Perizinan Tertentu sebesar Rp350.000.000 dengan
rincian Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.
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Penganggaran jenis pajak daerah dan retribusi daerah dalam Rancangan
APBD Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2024 harus didasarkan
pada peraturan daerah tentang pajak dacrah dan retribusi daerah, vang
disusun berdasarkan:

{1} Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah untuk target penerimaan sampai dengan paling
lama 4 Januar 2024; dan

(2] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 untuk target penerimaan
paling lambat 5 Januart 2024 sampal dengan 31 Desember 2024,

sebagaimana dimaksud butir €.2.a.1)a) dan butir C.2.a.1)b] Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Dalam hal peraturan daerah yang disusun berdasarkan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022 belumn ditetapkan sampai dengan ditetapkannyva
peraturan daerah tentang APBD, penganggaran atas penerimaan pajak
daerah dan retribusi daegrah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintakh Nomor 35 Tahun 2023. Untuk
itu, pemungutannya baru dapat dilaksanakan setelah ditetapkannya
peraturan daerah yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022.

Dalam hal peraturan daerah disusun berdasarkan Undang-Undang
Nomeor 28 Tahun 2009, masih dapat berlaku paling lama sampai dengan
tangpal 4 Januari 2024, sedangkan khusus untuk peraturan daerah
terkait pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor,
mineral bukan logam dan batuan masih berlaku sampai dengan tanggal
4 Januari 2025.

Peraturan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
mulai berlaku paling lambat tanggal 5 Januari 2024, sedangkan khusus
untuk ketentuan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan
bermotor, mineral bukan logam dan batuan beserta opsennya efektif
mulai berlaku sejak tanggal 5 Januari 2025. Selanjutnya, dikecualikan
untuk dianggarkan dalam APBD atas penerimaan jenis pajak daerah
dan retribusi daerah sebagai berikut:

{1) pajak kendarman bermotor atas alat beral vyang berdasarkan
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomeor 15/PUU-XY /2017,

(2) retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta
catatan sipil, sesual amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan; dan

{3] retribusi izin gangguan, sesuai amanat Pasal 114 angka 2 Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Pengecualian ini juga berlaku untuk jenis pajak dan retribusi daerah
lainnya, apabila diatur lain dalam peraturan perundang-undangan.

Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD
Kabupaten  Tanah Datar  Tahun Anggaran 2024 hatus
mempertimbangkan paling sedikit kebijakan makro ekonomi daerah,
potensi pajak daerah dan retribusi daerah scsuai maksud Pasal 102
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomeor
35 Tahun 2023. Belain itu, penetapan target pajak dacrah dan retribust
daerah dalam APBD memperhatikan :

(1) pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan
pumbayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak daerah dan retribusi
daerah, sesuai maksud Pasal 96 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2022;




(2)

3)
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kebijakan fiskal nasional, sesuai maksud Pasal 97 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022,

insentif fiskal yang dilaknkan untuk mendukung kebijakan
kemudahan berinvestasi yang diberikan atas permochonan wajib
pajak dan wajib retribusi atau diberikan secara jabatan oleh kepala
daerah berdasarkan pertimbangan, antara lain:

(i} kemampuan membayar wajib pajak dan wajib retribusi;

{ii}. kondisi tertentu objek pajak, seperti objek pajak terkena
bencana alam, kebakaran, dan/alau penyebab lainnva yang
terjadi  bukan karena adanya unsur kesengajaan yang
dilakukan oleh wajib pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan
untuk menghindari pembayaran pajak;

(ili}. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan
ultra mikro;

fiv]. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam
menecapai program prioritas Daerah; dan/atau

(v]. untuk mendukung kebijakan pemerinlah dalam mencapai
program prioritas nasional, sesuai maksud Pasal 101 Undang-
Undang.

sesual maksud Pasal 101 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang
Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah.

Berdasarkan realisasi pendapatan per 10 November 20323, realisasi
Pendapatan Ashi Daerah (PAD) Kabupaten Tanah Datar sebesar
Rp149.720.706.884,03 atau 100,80% dari alokasi Pendapatan Asli
Daerah pada Peraturan Dacrah tentang APBD Tahun Anggaran 2023
sebesar Rpl48.527.936.541,63, yang diuraikan antara lain :

I} Realisasi Pagjak Daerah scbesar Rp21.262.259.545,57 atau
68,95% dan alokasi Pajak Derah pada APBD Tahun Anggaran
2023 sebesar Rp30.838.830.939,00.

2] Realisasi Retribusi Daerah sebesar Rp6.889.349.648,00 alau
68,16% dari alokasi Retribusi Daerah pada APBD Tahun
Anggaran 2023 sebesar Rpl0. 108.003.800,00.

Terhadap target alokasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam
Rancangarn Perda lentang APBD TA. 2024, Pemerintah Kabupaten
Tanah Datar perliu menghitung kembali target Pajak Daerah dan
Retribust Daerah tersebut secara lebih cermat sesuai dengan potenst
nyata yang dimiliki, sehingga besaran target Pendapatan Pajak
Daerah dan Retnbust Daerah yang dianggarkan dalam APBD
Kabupaten Tanah Datar merupakan rencana Penerimaan Daerah
yang lerukur secara rasional dan dapat dicapai.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Penganggaran larget pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan
Dacrah vyang Dipisahkan wang tercantum pada Lampiran |
Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan dalam Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Tanah Datar tentang APBD Tahun Anggaran
2024 scbhesar Rp25.000.000.000,

Mengingat masih belum optimalnya BUMD memberikan bagian laba
dibandingkan dengan jumlah penyertaan modal  Pemerintah
Kabupaten Tanah Datar, maka penganpgaran pendapatan Hasil
Pengelolaan Kekayaan Dacrah Yang Dipisahkan dianggarkan dengan
memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penvertaan
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modal dimaksud dengan jumlah total penyertaan modal Pemerintah
Kabupatcen Tanah Datar sampai dengan Tahun Anggaran 2023 serta
memperhatikan hasil perolehan manlflazt ekonomi, sosial, dan/fatau
manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu meliputi :

1] kKeuntungan sejumiah tlertentu dalam jangka waktu tertentu
berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai BUMD yang
mendapatkan mnvestasi pemerintah daerah.

2} Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi
sejumlah terientn dalam waktu tertentu.

3) Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu
sebagal akibat langsung dari investasl yang bersangkutan.

4} Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam
jangka waktu terientu sebagai akibat langsung dari investasi
yang bersangkutan.

3) Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dar
Investasi Pemerintah Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan tetap mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Permerintah
Daerah sebagaimana ditegaskan dalam butir C.2.a.2] Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 15 Tahun 2023 tentang
Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024,

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar juga harus
melakukan antara lain langkah-langkah optimalisasi kinerja BUMD
yang tidak menunjukkan kinerja vang memadai {Performance Based),
atau belum memberikan bagian laba yang signifikan atas penyertaan
modal tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, mulai
dari melakukan ecfisiensi, rasionalisasi dan restrukturisasi sampai
dengan pilihan untuk melakukan disposal (penjualan aset] sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan terlebih dulu
melalukan proses due diligence melalui lembaga appraisel yvang
certified terkait hak dan kewajiban perusahaan tersebut, dan/atau
upava hukum atas penyertaan modal tersebut, mengingat
seluruh/sebagian aset dan kekayaan perusahaan dimaksud letap
merupakan kekayaan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar yang
tercatat dalam ikhtisar lapeoran keuangan perusahaan dimaksud
scbagai salah satu lampiran Laporan Keuangan Pemerintah
Kabupaten Tanah Datar,

Sclain itu, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar juga harus lebih
mengefektifkan peran dewan komisaris sebagal pemegang saham
pengendali dan penajaman Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
ke arah peningkatan kinerja dalam perclehan bagian laba bagi
Pemerintah Kabupaten Tanah Datar scsual dengan tujuan
penyertaan modal daiam rangka meningkatkan Pendapatan Asl
Daerah.

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Penganggaran target Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asl Daerah
yvang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah
Datar tentang APBD Tahun  Angpgaran 2024  sebesar
Rp5.346.538.000,00, harus mempedomani Pasal 24 ayat (4) dan
Pasal 31 ayal {4) Peraluran Pemerinlah Nomor 12 Tahun 2019 dan
bunr €.2.5.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15
Tahun 2023.
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Target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tersebut
diuraikan antara lain ke dalam objck pendapatan sebagai berikut :

1} Jasa Giro sebesar Rpl500.000.000.
2} Pendapatan Bunga sebesar Rp3.846.538.000,00.

Terhadap alokasi anggran Lain-lain PAD agar memperhatikan hal-hal
schagai berikut :

a. Untuk pendapatan bunga atas penempatan uang daerah
sebesar Ep3 846.538.000,00, disarankan kepada Pemerintah
Kabupaten Tanah Datar untuk melakukan manajemen kas atas
rekening Kas Umum Pemda dengan mclakukan penempatan
depaosito berjangka di Bank Daerah sehingga ada kemungkinan
dipcrolehnya bunga deposito yang jauh lebih besar dari yang
dianggarkan saat ini.

b. Sebagaimana yang  disampaikan  sebelumnya  terkait
pendapatan retribusi, pendapatan BLUD yang berasal dari
jasa layanan kesehatan agar dipindahkan penganggarannya ke
Retribusi Pelayanan Kesehatar.

3. Pendapatan Transfer

Penganggaran target Pendapatan Daerah vyang bersumber dari
Pendapatan Transfer dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Tanah Datar tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar
Epl.151.691.828.749,00 atau 58 25% dar total Pendapatan Daerah
dalam Rancangan Peraturan Daerah tenlang APBD Tahun Anggaran
2024,

Selanjutnya, target Pendapatan Transfer dalam Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Tanah Datar tentang APBD Tahun Anggaran 2024
diuraikan pada jenis pendapatan :

a. Pendapatan Transfcr Pemerintah Pusat

Target Pendapatan Daerah yang bersumber dari Transfer Pemerintah
Puszat schesar Rpl.088.833.434.000,00 diuraikan pada jenis
pendapatan sebagai berikut :

1} Dana Perimbangan sebesar Rpl.000.366.052.000,00 yang
diuraikan ke dalam obyek pendapatan :

a)] Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil [DBH] sebesar
Rp20.701.448.000,00.

b} Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU] sebesar
Hp703.059.886.000,00.

c¢] Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus {DAK) Fisik
sebesar Rp&7.081.346.000,00.

d} Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus [DAK) Non Fisik
sebesar Rpl18Y.523.372.000,00.

2) Dana Desa scbesar Rp71.966.200.000,00.
3} Insentif Fiskal sebesar Rpl16.501.182.000,00.

Selanjutnya, persandingan Rencana Anggaran Pendapatan Transfer
Pemerintah Pusat dalam Ranperda APBD Kabupalen Tanah Datar
Tahun Anggaran 2024 dengan alckasi dana transfer ke Kabupaten
Tanah Datar tercantum dalam Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024
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Takel 3

Persandingan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Uralan

PENDAPATAN DAERAH
FENCAPATAN TRAMSFER
Fendapatan Transfer Pemerintah Pusat
' Dana Petimbangan
' Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil [DBH]
" DEH Pajak Bumi dan Bangunan
" DBH PPh Pasal 21
' DBH Cukai Hasil Tembakau [CHT)

0OBH Sumber Daya Alam {SDA) Pengusahaan
_ FPanas Bumi
Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA}
~ Mineral dan Batlubara_x005f Royalty
DBH Sumber Daya Alam [SDA] Kehutanan- Provisi
Sumber Daya Hutan [PSDH)

j DBH Sumber Daya Alam {SDA) Perkanan

Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum {DAU)

DAU

. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus
(DAK] Fisik

 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PALID

 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguier-SD

DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguier-SMP

 DAX Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB

DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan

~ Daerah
DAK Fisik-Bidarg ¥esehatan dan KB-Penuegasan-
Penguatan intervensi Stuntin
_ DAK Fisik-Bidang Kesenatan dan KB reguler KB
DAK Fisik-Bidang industt keci! dan menengah
penugasan pembangunan sentra IKM dan
_ revitalisasi sentra IKM
DAK Fisik-Bidang Penanian-Penugasan-
PembangunanRencvasi Sarana dan Prasarana
Fisik Dasar Pembangunan Peranian
" DAK Fisik-Bidang Pariwsata-Penugasan
DAK Fisik-Bidang Jalan Penugasan Jalan
. DAK Figik-Bidang Jalan-Reguier-Jalan
DAK Fisik-Bidang trigasi-Penugasan
" DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan
~ Hehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidug
D&K Fisik-Bidang Kesehatan dan KB Reguler-
. pengendalian Penyakit
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB Reguler-
~ penguatan sistemn kesehatan
Dana Transfer Khuaus-Dana Alokasi Khusus
_ {DAK} Nor Fisik
- DAK Non Fisik-BOS Reguler
~ DAK Non Fisik-BOS Kinerja
_ DAK Non Fisik-TPG FNSD
~ DAK Non Fisik-Tamsil Gueo PNSD
- DAK Non Fisik-BOP PAUD
DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan

APBLC 2623

1.041.982.866. 000
957.040.949.000
12.391.142.000
923.368.000
5.783.301.000
290732000

219.373 (0
3.754.613 000

9. 200.000

1.313.556.000
656.476.052.060
655 476.052.000

9. 306.278.000

1.009.668.000

£.940.228.000
J.012.028.000

9.342.276.000
1007 810000

3449027 Q00

2618803000
29.04.5 540 OO}

2.160.954 000
£24.545.000
31.094.595.000

194 867 476.000

43.073.200.000
2582.500.000
106.836.020.000
1.005.001.000
4511.400.000
1.053.600.000

Jumlah [Rp)
RAPBD 2024

1.088.833.434000
1.000.368.052.000
20.701.448.000
960.745.000
5.051.136.000
212245000

147 572000
2 895 20800

10,314 044000

1120498000
703.050.886.000
703,058,886 000

B7.081.345.000

509.913.000
4.276.6602000

6.431.105.000

275 015.000
208.534.000

1.228,990.000
211 BB5.000

7.976.965 000

14 309 800 000

3135861000
18,600 000 000
15.983.487.000

8068513 000

3040656 000

2 874 940.000

169.523.372.000

42.119.600.000
2.205.000.000
106,118 751 000
2.456.738.000
4.553 400.000
1.368,200.000

Surat Resmi
Kemenkeu

1,088 633.434.000
1.000.366.052.000

20.701.548.000

960,745,000

5.051.136.000

202245000

147 572,000

2.895.208.000

10.314.044.000

1.120.498.000
703.059.886.000
703.059.886.000

87.081,346.000

508.913.000

4 776 682 000

6431.105.000
225.015.000

208.534 000

1.228.950.000

211.885.000

7.576.965.000

14,309, 800.000

3135861000

18.600.000.000

15983 487 000
B.068.513.000

3.040.656.000

2874 840 000

189.523.372.000

42.119.600.000
2205 000.000
106.118.751.000
2456738000

4 553.408.000

1.358.200.000

Sellzih

0,00
2,00
0,00

000
0,00
000
000
000

0.00
0.0

0.00

000
000
0.00

.00

0.00
000
0,00

0.00

0,00

0,00
0,00
000
0.00
0,00
0,00
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Jumiak (Rp}
Uralan Surat Resmi Seliaih
APBD 2023 | RAPBD 2024 | Kemenke |
ESQSQHF'S""EDKKB’EE”WE" Operasional 24,408,324 000 18,550 708,000  18.550 708.000 000
OAK Mon Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan 477 064,000 0,00
_ Makanan : . -
- DAK Non Fisik-Diana Pelayanan Kepariwisataan 1,178,685 000 1,923 000.000 1123000000 000
DAK Mon Fisik-Fasilitasi Peranaman Modal 455 100 000 ) 783 Te7 000 _ TBATHY 000 _
OAK NonFisik-Oana Pelayanan Perlindungan
 Persmpuan dan Anak _ 406.000.000 406.000000
_ DK Mon Fisik-BOKB-KB 4 7500612 000 ) 4 B1S.797 000 ) 4 BFR.FQY.000 _
E:r'fa’:i‘;’r‘l Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan 1.355.600.000 2 110.750.000 2.110.750.000
" DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas ' ) '
 Kelembagaan Senira IKM 2750000000 | 2280141 (k%) | 2286 141.000 |
" DAK Non Fisik-PK2UMK 420.370.000 563.520.000 663520.000 0.00
' Dana insentif Daerah {DID) f Insentif Fiskal 13405724000 16501.162.060 16.501.182.000 000
Dana Desa 71836153000 T1966.200000  71.068.200.000 0,00
Dana Ctonomi Khusus dan Dana Tambahann _ _ _ 060

_ Infrastruktur

Pemerintah Kabupaten Tanah Datar agar menyesuaikan kembali
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusast sebagaimana alokasi
Transter ke Daerah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2023
Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2024, sebagaimana diamanatkan dalam butir C.2.b
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 15 Tahun 2023
dan untuk kegiatan yang bersumber dari DAK untuk mempedomani
Petunjuk Teknis dari Kementerian Keuangan.

b. Pendapatan Transfer Antar Dacrah

Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar RpbH2.858.364.749,00,
yang diuraikan pada rincian obyek Pendapatan Pendapatan Bagi
Hasil Pajak.

Dianggarkan berdasarkan pada penganggaran Belanja Bagi Hasil
Pajak Daerah dalam APBD Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran
2024, Dalam hal penctapan APBD Kabupaten Tanah Datar Tahun
Angparan 2024 mendahului penetapan APBD Provinsi Tahun
Anggaran 2024, maka anggarannya didasarkan pada penganggaran
Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 dengan
memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran
2023 sebagaimana diamanatkan buur C.2.5.5}b) Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023,

4. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Penpangparan target Pendapatan Daerah yang bersumber dars Lain-Lain
Pendapatan Daerah Yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Tanah Datar tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar
Rp750.000.000,00 atau 0,06% dari lolal pendapatan daerah dalam
Kancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023
sebesar Rpl.305.077.368.749,00 yang diuraikan ke dalam objek
Pendapatan Hibah.

Selanjutnya Penganggaran Pendapatan Hibah untuk mempedomani
kcetentuan  peraturan  perundang-undangan sebagaimana  ditegaskan
butir €.2.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Normor 15 Tahun
2023.
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. Kebijakan Belanja Daerah

Penyediaan alokasi belamja dacrah dalam Rancangan Peraturan Daerah
tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rpl.3958.919.230.321,00.

Penyediaan alckasi belanja daerah tersebut meliputi semua pengeluaran
dari RKUD yang ldak perlu diterima kembali oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten Tanah Datar dan pengeluaran lainnya scsuai dengan peraturan
perundang-undangan diakui sebagal pengurang ekuitas yang merupakan
kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Belanja untuk kebutuhan pemerintahan wajib yang terkait dengan
pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian
standar pelayanan minimal dengan berpedoman pada standar pelayanan
minimal yang ditctapkan oleh pemerintah pusat vang minimal diatur
dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana ditegaskan pada pasal 18
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014.

Belanja daerah dapal dizlokasikan untuk pelaksanaan urusan
pemcerintahan wajib vang tidak terkait denpan pelayzanan dasar dan urusan
pemerintahan  pilihan  setelah  mempertimbangkan pemenuhan
kebutuhan urusan pemerintahan wafib yang terkalt dengan
pelayanan dasar publlk dan pencapaian sasaran pembangunan
scbhagaimana ditegaskan pada butir D.1. Lampiran Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 15 Tahun 2023,

Sclanjutnya belanja dacrah juga harus mendukung target capaian prioritas
pembangunan nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan masing-
masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan
Pemerintahan Daerah yvang menjadi kewenangan daerah.

Penyediaan alokasi bclanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Tanah Datar tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sehesar
Rp930.641.289.755 dirinci sebagaimana Tabel 4 sebagai berikut :

Tabel 4
Belanja Daerah

URAIAN JUMLAH [Rp)
BELANJA DAERAH _ 1.398.919.280.321
_Belanja Operasi _ 1.106.305.230.202

Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Subsidi
Belanja Bunga
' Belanja Hibuah
~ Belanja Bantuan Sosial
Belanja Modal
 Belanja Modal Tanah
~ Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
: Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
Belarnja Modal Asct Tetap Lainnya
. Belanja Modal Aset Lainnva
Belanja Tidak Terdugsa
Belanja Tidak Terduga
. Belanja Transfer

~ Belanja Bagi Hasil
Belanja Bantuan Kevangan

713218211412
340.797.541. 148
120,000,000

47.765.677.820
4.403.799 822
123.531.032.005
2.232.007.453
25.389.481.659
17.317.773.096
74.210.435.295
3.405.342 502
975.992.000
10.000.000.000
10.000.000.000
159.083.018.114
5.140.457.614
153.042.560.500
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Pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan
Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal [SPM),
sebagaimmana diamanaikan dalam Pasal 49 ayal (5} Peraturan
Permmerintah Nomor 12 Tahun 2019,

Penvediaan =slokasi anggaran dalam PRancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Tanah Datar tentang APBD Tahun Anggaran 2024, untuk
pemenuhan SPM sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemenniah
Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Mimimal, sebagai
berikut :

a. SPM Bidang Pendidikan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM bidang Pendidikan sebesar
Rp79.279.788.590,00 atau 1561% darl total belanja Urusan
Pemerintahan Bidang Pendidikan sebesar Rp467.380.402.855,00.
Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam
kegiatan sebagai berikut :

i1} Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar sebesar
Rp46.349.899.655,00, agar alokasi anggarannya diprioritaskan
penggunaannya untuk menjamin pemenuhan dan pencapaian :

a) standar satuan Pendidikan, meliputi standar kompetensi
lutusan, standar isi, standar proses, standar sarana dan
prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan
standar penilaian.

k) Standar kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM  Sekolah
Dasar.

¢) Pemenuhan kualitas dan pemeratzan hasil belajar peserta didik
Sekolah Dasar

d} Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan Sekolah Dasar,

g} Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan Sekolab
Dasar.

f) Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah
Dasar.

2) Kepiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
menjadi sebesar Rp22.411.586.695,00¢ agar alokasi anggaran
diprioritaskan penggunaannya untuk menjamin pemenuhan dan
pencapaian -

a) standar satuan Pendidikan, meliputi standar kompetensi
lulusan, standar isi, standar proses, standar sarana dan
prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan
standar pemlaian.

b) Standar kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM Sckolah
Menengah Pertama.

¢} Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar peserta didik
Sekolah Menengah Pertama.

d) Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan Sekolah
Menengah Pertama.

¢} Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah
Menengah Pertama.

fl Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah
Menengah Pertama.
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3) Kcegiatan Pengelelaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) menjadi
sebesar Rp8.V28.767.240,00, agar alokasi anggarannya
diprioritaskan penggunaannya unfuk menjamin pemenuvhan dan
pcncapaian :

a) standar satuan Pendidikan, meliputi standar kompetensi
luiusan, standar isi, standar proses, standar sarana dan
prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan
standar penilaian.

b Standar kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM PAUD.

¢] Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan satuan PAUD.
d} Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan PAUD.
el Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan PAUD.

4) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan sebesar
Rpl.78G.535.000,00 agar ditingkatkan alokasi anggarannya
serta diprieritaskan penggunaannya untuk menjamin pemenuhan
dan pencapaian :

a) standar satwan Pendidikan, melipuu siandar kompetensi
lulusan, standar isi, standar proses, standar sarana dan
prasarana, standar pengelolaan, slandar pembiayaan, dan
standar penilaiarn.

b) Standar kegiatan pemcnuhan layanan dasar SPM (Paket A,
Paket B, dan Paket CJ.

¢} Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar peserta didik
(Pakect A, Paket B, dan Paket C).

dj Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan (Paket A, Paket B,
dan Paket ).

e} Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan [Paket A,
Paket B, dan Paket C).

f) Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan {Paket
A, Paket B, dan Paket C).

Selain itu, juga harus diprioritaskan pengalokasian anggaran yang
mencukupl pada Sub Kegiatan terutama untuk penyediaan jumlah
pendidik dan tenaga kependidikan serta peningkatan kualitas
pendidik dan tenaga kependidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini
[PAULY, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal/kesetaraan,
scbagai bagian dan cakupan mutu pelayanan dasar bidang
pendidikan yang wajib diseditakan oleh pemerintah daerah
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan
Kebudayzan Republik Indonesia Nomer 32 Tahun 2018 Tentang
Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, yakni:

1} Sub kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
bagi Satuan Pendidikan Scikolah Dasar sebesar
Rp3.320.000.000,00, agar alokasi anggarannya untuk menjamin
tersedianya kebutuhan Pendidik yakmi guru kelas, guru mata
pelajaran, dan guru pembimbing khusus bagi satuan pendidikan
yarnig memilki Peserta Didik penyandang disabilitas serta
kebuluhan Tenaga Kependidikan wyakni kepala sekolah dan
tenaga penunjang lainnya pada setigp Satuan  Pendidikan
sebagaimana dialur dengan kelenluan peraturan perundang-
undangan.
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Sub kegiatan Pengembanpgan Kanr Pendidik dan Tenaga
Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar sebesar

Rp23.000.000,00 agar ditinghatkan alokasi anggarannva yvang
mencukupi untuk menjamin:

a) Kualitas Guru Kelas dan guru mata pelajaran paling rendah
memiliki jjazah Diploma empat |[DIV) atau Sarjana (S1); dan
memiliki sertifikat pendidik, pada setiap Satuan Pendidikan.

b) Kualitas Kepala Sekolah memiliki kualifikasi akademik paling
rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana {S1), berasal dari
guru, memiliki sertifikat pendidik, memiliki pengalaman
manajerial paling sedikti 2 (dua) tahun, dan memiliki surat
tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah
atau sertufikal guru  penggerak, pada setiap Satuan
Pendidikan.

c¢] Kualitas Penpgawas Sekolah mermiliki kualifikasi akademik
paling rendah Diploma empat [D-IV) atau Sagana ($S1),
berasal dari guru, memiliki sertifikat pendidik, dan memiliki
surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala
sekolah atau sertifikal guru penggerak, pada setiap Satuan
Pendidikan.

d) Kuahtas {enaga penunjang lainnya memiliki kualifikasi
akademik paling rendah SMA/sederajat, pada setiap Satuan
Pendidikan.

Sub kepiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengal Pertama sebesar
Rp1.318.400.000,00, agar alokasi anggarannya untuk menjamin
tersedianya kebutuhan Pendidik vakni guru kelas, guru mata
pelajaran, dan guru pembimbing khusus bagi satuan pendidikan
vang memiliki Peserta Didik penyvandang disabilitas serta
kebutuhan Tenaga Kependidikan vakni kepala sckolah dan
tenaga penunjang lainnya pada setiap Satuan Pendidikan
sebapaimana diatur dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Sub  kegmatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga
Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah
Pertama sebesar Rp426.350.000,00, agar ditingkatkan alokasi
anggarannya yang mencukupi untuk menjamin:

a) kualitas guru mata pelajaran paling rendah memiliki ijjazah
Dhploma empat (D-IV) atau Sarjana (51) serta memilild
sertifikat pendidik, pada setiap Satuan Pendidikan.

b)] Kualitas Kepala Sekolah memiliki kualifikasi akademik paling
rendah Diploma empat (D-IV}) atau Sarjana (S1], berasa! dari
guru, memiliki sertifikat pendidik, memiliki pengalaman
manajerial paling sedikti 2 (dua) tahun, dan memiliki surat
tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sckolah
atau sertifikat guru penggerak, pada sctiap Satuan
Pendidikan.

¢} Kualitas Pengawas 5Sekolah memilika kualifikasi akademik
paling rendah Diploma empat (DB-1V) atau Sarjana [51),
berasal dari guru, memiliki sertifikat pendidik, dan memiliki
surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala
sekolah atau sertifikat gurue penggerak, pada setiap Satuan
Pendidikan.
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dj Kualitas tenaga penunjang lainnya memiliki kualifikasi
akademik paling rendah SMA/sederajat, pada setiap Satuan
Pendidikan.

Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
bagi Satuan PAUD sebesar Rp2.661.334.400, agar alokasi
anggarannya untuk menjamin tersedianya Pendidik yakni guru
pendidikan anak usia dini dan Tenaga Kependidikan yakni
kepala satuan pendidikan anak usia dini atau penilik pada setiap
Satuan Pendidikan sebagaimana diatur dengan  ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga
Kependidikkan pada Satuan Pendidikan PAUD, vang dianggarkan
sebesar Rp372.810.000,00, agar ditingkatkan alokasi
anggarannya yang mencukupi untuk menjamin:

a) Kualitas Guru Pendidikan Anak Usia Dini memiliki kualifikasi
akademik paling rendah Diploma empat {DIV) atau Sarjana
(S1) bidang pendidikan anak wusia dini, bimbingan konsehng,
atau psikologi scrta memiliki  sertifikat  profesi  guru
pendidikan anak usia dini pada sctiap Satuan Pendidikan.

b] Kualitas Kepala Satuan Pendidikan Anak Usia Dini memiliki
kualifikasi berasal dan guru, memiliki scertifikat pendidik,
memiliki pengalaman manajerial paling sedikti 2 (dua) tahun,
dan memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan
calon kepala sekolah atau scrtifikat guru penggerak, pada
sctiap Satuan Pendidikan.

c} Kualitas pcngawas sekolah memiliki kualifikasi akademik
paling rendah Diploma Empat (-1V) atau Sarjana [S-1}
kependidikan dari perguruan tinggl terakreditasi, berasal dari
guru, memiliki sertifikat pendidik, dan memtiliki surat tanda
tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah atau
sertifikat guru penggerak, pada setiap Satuan Pendidikan.

d) Kualitas penilik sekolah memiliki kualifikasi akademik paling
rendah Diploma Empat (D-IV} atau Sarjana (5-1).

Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
bagi Satuan Pendidikan MNonformal/Kesetaraan  sebesar
Rp150.000.000,00, agar ditingkatkan alckasi anggarannya yang
mencukup: serta diprioritaskan alokasi anggaran pada sub
kegiatan terscbut untuk menjamin tersedianya Pendidik yakni
tutor pendidikan kesetaraan dan tenaga kependidikan yakni
kepala satuan pendidikan kesetaraan, penilik, serta tenaga
penunjang lainnya, pada setiap Satuan Pendidikan sebagaimana
diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sub kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga
Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
schesar RpS55.320.000,00, agar  ditingkatkan  zlokasi
anggarannya vang mencukupi untuk menjamin :

a) Kualitas tutor pendidikan kesetaraan memiliki kualifikasi
akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana
{31) sesuai dengan rumpun iimu atau bidang ilmu yang
diampu pada setiap Satuan Pendidikan.

b) Kualitas Kepala Satuan Pendidikan Kesetaraan memihki
kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (3-IV)
atau Sarjana (31], pada setiap Satuan Pendidikan.
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¢ Kualitas pemilik memiliki kualifikasi akademik paling rendah
Diploma empat {D-[V) atau Sarjana [S1) pada setiap satuan
pendidikan.

d} Tenaga penunjang lainnya paling rendah memiliki ijazah
S5MA/sederajat, pada setiap Satuan Pendidikan.

Harus dipricritaskan dan ditingkatkan pengalokasian anggarannya
untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Pendidikan untuk
Kabupaten/kota yang terdini dari:

1} 100% warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam
Pendidikan Anak Usia Dini,

2] 100% warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam
pendidikan dasar.

3) 100%warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesatkan
pendidikan dasar dan menengah wvang berpartisipasi dalam
pendidikan kesetaraan

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 59 Tahun 2021 tentang
Penerapan Standar Peiayanan Minimal, dan Peraturan Menter
Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun
2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

SPM Keschatan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM  Kesehstan sebesar
Rp1.857.960.074,00 atau 0,73% dari total belanja Dinas Kesehatan
sebesar Rp251.525.275.762,00 harus ditingkatkan alokasi
anggarannya dan digunakan untuk Pelayanan yang bersifat
peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif serta memenuhi
mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM bidang
Kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis
Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal
Bidang Keschatan, yang diuraikan dalam sub kegiatan scbagai
berikut :

1] Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan [bu Hamil
sebhesar  Rp374.182.000,00 agar  ditingkatkan  alckasi
anggarannya secrta diprioritazkan alokasi anggaran pada sub
kegiatan tersebut untuk :

al Menjamin ketersediaan Vaksin Tetanus Difteri (Td), tablet
tambah darah, alat deteksi risiko ibu hamil, kartu ibu/rekam
medis ibu, dan buku KIA.

b} Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan meliputi dokter/
dokter spesialis kebidanan atau bidan atau perawat.

¢} Menjamin terlaksananya pelayanan antenatal yang sesuai :

(1} Standar kuantitas yakni Kunjungan 4 kali sclama
periode kehamilan {K4)

(2) Standar kuslias waknl pengukuran berat badan,
pengukuran tekanan darah, pengukuran Lingkar Lengan
Atas (LILA), pengukuran tinggi puncak rahim (fundus
uteri], penentuan Presentas: Janin dan Penyut Jentung
Janin (DJJ), pemberian imunisas: sesuai dengan status
imunisasi, pemberian tablet tambah darah minimal 90
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tablet, tes laboratorium, tatalaksana/penanganan kasus,
termu wicara (konseling),

Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
scbesar Rp122.052.000,00, agar ditingkatkan anggarannya dan
diprioritaskan anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk: :

a] Menjamin ketersediaan formulir partograf, tablet tambah
darah, alat deteksi risiko ibu hamil, kartu jbu/rekam medis
ibu, dan buku KIA.

b} Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan meliputi dokter/
dokter spesialis kebidanan atau bidan atau perawat.

¢} Menjamin terlaksananya pelayanan persalinan sesual
standar meliputi persalinan normal dan  persalinan
komplikasi.

Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
sebezsar Rp403.878.074,00 agar ditingkatkan alokasi
anggarannya yang mencukupl serta diprioritaskan alokasi
anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk :

4] Menjamin ketersediaan vaksin hepatitis B0, vitamin K1
injeksi, salep/tetes mata anlibiotic, formulir bayi baru lahir,
formulir MTBM, dan buku KIA.

b} Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan meliputi dokter/
dokter spesialis anak atay bidan atau perawat.

¢] Menjamin terlaksananya Pelayanan kesehatan bayi baru
lahir sesuai standar meliputi :

i1 Standar kuantitas yakni kunjungan minimal 3 kali
selama pericde neonatal

{2) Standar kualitas yakni pelayanan necnatal esensial saat
lahir {0-6 jam], dan pelayanan neonatal esensial setelah
lahir {6 jam - 28 hany).

Sub Kegatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita menjadi
sebesar Rpl29.600.000,00 agar  ditingkatkan alckasi
anggarannya secrta diprioritaskan alokasi anggaran pada sub
kegiatan tersebut untuk :

al Mcnjamin ketersediaan Kuisioner Pra Skrining
Perkembangan (KPSP] atau instrumen standar lain vang
berlaku, formulir DDTK, buku KIA, vitamin A Birg, vitamin A
merah, vaksin imunisasi dasar, vaksin imunisasi lanjutan,
jarum suntik dan BHP, dan peralatan anafilaktik.

b) Menjamin ketersediaan tenaga keschatan meliputi dokter,
atau bidan, atau perawat dan gizi dan tenaga non
kesehatan terlatith atau mempunyai kualifikasi tertentu
seperti guru paud dan kader kesehatan.

c] Menjamin tlerlaksananya pelayanan kesehatan balita berusia
-39 bulan sesuai standar meliputi :

(1} Pelayanan kesehatan balita sehat yakm pelayanan
kesehatan balita usia O -11 bulan, pelayanan kesehatan
balita usia 12-23 bulan, pelayanan kesehatan balita usia
24-39  bulan, pemantauan perkembangan  balita,
pemberian kapsul vitamin a, pemberian imunisasi dasar
lengkap, pemberian imunisasi lanjutan, pengukuran
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berat badan dan pamjang/tinggi badan dan edukasi dan
informasi

(2] Pelayanan kesehatan balita sakit vakni pelayanan balita
menggunakan pendekatan manajemen terpadu balita
sakil [MTBS).

2] Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Keschatan pada Usia
Pendidikan Dasar sebesar Rp40.000.000,00 agar éitingkatkan
alokasi anggarannya serta diprioritaskan alokasi anggaran pada
sub kegiatan tersebul untuk :

&)

a

b)

Menjamin  ketersediaan buku rapor kesehatanku, buku
pemantauvan kesehatan, kuesioner skrining kesehatan,
formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia seckolah
dan remaja di dalam sekolah, formulir rekapitulasi hasil
pelayanan kesehatan usia sckolah dan remaja di luar sekolah.

Menjamin ketersediaan lenagas kesehatan yakni dokter/
dokter gigi, atau  bidan, atau perawat, gizi, dan tenaga
kesehatlan masyarakat serta tenaga non kesehatan terlatih
atau mempunyal kualifikasi tertentu yakni guru, kader
kesehatan/ dokter kecil/ peer conselor.

Menjamin  terlaksananya pelayanan  keschatan  usia
pendidikan dasar sesuai standar pada anak kelas 1 sampai
dengan keclas 9 di sekolah minimal satu kali dalam satu
tahun ajaran dan usia 7 sampai 15 tahun di luar sekolah,
meliputi :

(1) Skrining kesehatan yakni penilaian status gizi, penilaian
tanda vital, penilaian kesehatan gigi dan mulut, dan
penilaian ketajaman indera

{2) Tindaklanjut hasil skrining kesehatan vakni memberikan
umpan balik hasil skrining kesehatan, melakukan
rujukan jika diperlukan dan memberikan penyuluhan
kesehatan.

Sub Kegiatan Pengelolazn Pelayanan Keschatan pada Usia
Produlktif sebesar Rpl20.000.000,00 agar ditingkatkan alokasi
angparan yang mencukupi serta diprioritaskan alokasi anggaran
pada sub kegiatan tersebut untuk :

a)

b)

Menjamin ketersediaan Pedoman dan media KIE, Alat ukur
berat badan, Alat ukur tinggi badan, Alat ukur lingkarperut,
Tensimeter, Glukometer, Tes strip gula darah, Lancet, Kapas
alkohol, KIT IVA tes, dan Formulir pencatatan dan pelaporan
Aplikasi Sistemn Informasi Penyakit Tidak Menular (SI PTM].

Menjamin ketersediaan Tenaga Kesehatan yakni Dokter, atau
Bidan, atau Perawat, Gizi dan Tenaga kesehatan
masvarakat, serta Tenaga non kesehatan terlatih atau
mempunyai kualifikasi tertentu antara lain kader kesehatan,

Menjamin terlaksananya Pelayanan kesehatan usia produlktif
sesual standar meliputi :

(1) Edukasi kesehatan termasuk keluarga berencana.

(2] Skrintng faktor risiko penyakit menular dan tidak
menular yakni Penpukuran tinggi badan, berat badan
dan lingkar perut, Pengukuran tekanan darah,
Pemeriksaan gula darah dan Anamnesa perilaku berisiko.
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(3) Tindaklanjut hasil skrining keschatan vakni melakukan
rujukan jika diperlukan, dan memberikan penyuluhan
Keschatan.

Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia
Lanjut sebesar Rpl22.500.000,00 agar ditingkatkan alokasi
anggarannya serta diprioritaskan alokasi anggaran pada sub
kegiatan tersebut untuk :

4] Menjamin ketersediaan pedoman dan media KIE, alat ukur
berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkarperut,
tensimeter, glukometer, tes strip gula darah, lancet, kapas
aikohol, KIT IVA tes, dan formulir pencatatan dan pelapcran
Aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SI PTM).

b] Menjamin ketersediaan lenaga keschatan yakni dokler, atau
bidan, atau pcrawat, gizi dan tenaga keschatan masyarakat,
serta  tenaga non  kesehatan terlatih atau  mempunyai
kualifikasi tertentu antara lain kader kesehatan.

c} Menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan usia produktif
sesuai standar meliputi :

(1) Edukasi keschatan termasuk keluarga berencana.

(2) Skrining faktor risiko penyakit menular dan tidak
menular vakni pengukuran tinggi badan, berat badan
dan lingkar perut, pengukuran tekanan darah,
pemeriksaan gula darah dan anamnesa peritaku berisiko.

d] Tindaldanjut hasil skrining kesehatan yakni melakukan
rujukan jika diperlukan, dan wmemberikan penyuluhan
kesehatan.

Sub Kegialan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita
Hipertensi Rpl15.800.000,00, agar ditingkatkan anggaran vang
mencukupi pada sub kegiatan tersebut untuk :

a] Meniamin ketersediaan pedoman pengendalian hipertensi
dan media kie, tensimeter, dan formulir pencatatan dan
pelaporan aplikasi sistermn informasi PTM,

b) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan yakni dokter, atau
bidan, atau Perawat, dan Tenaga kesehatan masyarakat.

¢) Menjamin terlaksananya Pelayanan kesehatan penderita
hipertensi sesuai standar meliputi:

{11 Pengukuran tekanan darah dilakukan minimal satu kali
sebulan di fasilitas pelayanan Kesehatan.

(2] Edukasi perubahan gaya hidup dan/atau kepatuhan
minum obat

{3} Melakukan rujukan jika diperlukan.

Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita
Diabetes Melitus sebesar Rpl10.000.000, agar ditingkatkan
anggaran yang mencukup serta diprioritaskan alokasi anggaran
pada sub kegiatan tersebut untuk :

a] Menjamin ketersediaan glukometer, strip tes gula darah,

kapas alkohol, lancel, [ormulir pencatatan dan pelaporan
aplikasi S PTM dan pedoman dan media KIE.

b} Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan yakni dokter, atau
bidan, atau perawat, givi dan tenaga kesehatan masyarakat.
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Menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan diabetes
mellitus adalah pelayanan kesebatan sesuai standar yang
meliputi :

(1} Pengukuran pgula darah dilakukan minimal satu kali
scbulan di fasilitas pelayanan kesehatan

(2} Edukasi pcrubahan gaya hidup dan/atau Nutrisi
(3] Melakukan rujukan jika diperlukan.

10) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehalan Orang dengan
(fangguan Jiwa Berat sebesar Rpl75.050.000,00, agar
ditingkatkan anggaran yang mencukupi dan diprioritaskan
alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk :

a)

bi

Menjamin  ketersediaan  Buku  Pedoman  Diagnosis
Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III} atau buku
pedoman diagnosis penggolongan gangguan jiwa terbaru, Kit
berisi 2 alat fiksasi, penyediaan formulir pencatatan dan
pclaporan, dan media KIE.

Menjamin kectersediaan minimal 1 orang dokter dan/atau
perawat terlatih jiwa dan/atau tenaga kesehatan lainnya.

Menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan pada QDGJ
berat sesuai standar bagi psikotik akut dan skizofrenia
mieliputi:

(1) Pemeriksaan keschatan jiwa yakni pemenksaan status
mental dan wawancara.

(2] Edukasi.

(3) Pengukuran gula darah dilakukan minima! satu kali
scbulan di fasilitas pelayanan keschatan.

(4] Edukasi kepatuhan minum cbat.

(2) Melakukan rujukan jika diperlukan.

11} Sub Kcgiatan Pengelolaan Pelayanan Keschatan Orang Terduga
Tuberkulosis sebesar Rpl14.898.000,00 agar ditingkstkan
alokasi anggarannya serta diprioritaskan alokasi anggaran pada
sub kegiatan tersebut untuk :

a)

b]

Menjamin ketersediaan media KIE (leaflet, lembar balik,
poster, banner), reagen Zn TB, masker jenis rumah tangga
dan Masker N95, Pot dahak, kaca slide, bahan habis pakal
(Oil emersi, Ether alkohol lampu spirtus/bunsen, ose/lidij,
rak pengering, catridge tes cepat molekuler, f{ormulir
pencatatan dan pelaporan, pedoman/ standar operasional
prosedur.

Meniamin ketersediaan tenaga kesehatan yakni dokter/
dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru, atau
Perawat, Analis Telmik Laboratorium Medik (ATLM), penata
rontgen, tenaga kesehatan masyarakat serta tenaga non
keschatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu
antara lain kader keschatan.

Menjamin terlaksananya pelayanan orang terduga TBC
sesual standar bagi orang terduga TBC meliputi :

(1] Pemeriksaan klinis terduga TBC dilakukan minimal 1 kali
dalam setahun, adalah pemeriksaan gejala dan tanda.

{2) Pemeriksaan penunjang yakni pemeriksaan dahak
dan/atau bakteriologis dan/atau radiclogis.
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(3) Edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan.
(4) Melakukan rujukan jika diperlukan.

12] Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan
Risiko Terinfeksi HIV sebesar Rp30.000.000, agar ditingkatkan
alokasi anggarannya dan diprioritaskan alokasi anggaran pada
sub kegiatan tersebut untuk ;

a] Menjamin ketersediaan media KIE berupa lembar balik,
leallet, poster, banner, tes cepat HIV {(RDT) pertama), bahan
medis habis pakai, Alat tulis, rekam medis berisi nomor
rekam medis, nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana,
nomor KTP/NIK.

b} Menjamin keterscdiaan tenaga kesehatan yakni dokter/
dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan
kelamin, atau perawat, bidan, ATLM, dan tenaga kesehatan
masyarakat serta tenaga non kesehatan terlatih atay
mempunyal kualifikasi tertentu antara lain pendamping dan
penjangkauan.

¢) Menjamin  terlaksananya pelayvanan  kesehatan yang
dibenkan kepada orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai
standar meliputi

{1} Edukasi perilaltu berisiko dan pencegahan penularan

{2) Skrining dilakukan dengan pemeriksaan tes cepat HIV
minimal 1 kali dalam setahun

i3] Melakukan rujukan jika diperlukan

Harus dipricritaskan untult memenuhi indikator pencapailan SPM
Kesehatan untuk kabupaten/keta yang terdiri dari:

1) 100% ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan.

2] 100% ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan.

3) 100% bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan.

4] 100% balita yang mendapatkan layanan kesehatan.

o) 100% warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan
layanan kesehatan.

&) 100% warga nepara usia produktif yang mendapatkan lavanan
kesehatan.

7) 100% warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan
kesehatan.

8) 100% warga negara penderita hipertensi yvang mendapatkan
layanan kesehatan.

4) 100% warga negara penderita  diabetes mellitus  yang
mendapatkan layanan kesehatan

10) 100% warga negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani
keschatan

11) 100% warga negara lerduga tuberculosis yang mendapatkan
layanan keschatan

12) 100% warga negara dengan risiko terinfeksi virus vyang
melemahkan daya tahan tubuh manusia {(Human
[Immunodeficiency Virus| yang mendapatkan layanan kesehatan
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Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar
Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayvanan
Minimal Bidang Kesehatan.

Dukungan alokasi anggaran untuk SPM Bidang Kesehatan belum
tersedia secara memadai dengan nilai yang masih minim dan tidak
jelas pernbagian alokasi anggaran untuk masing-masing target 100%
SPM Bidang Kesehatan dimaksud. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten
Tanah Datar harus memprioritaskan terlebih dauiu alokasi anggaran
untuk pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait
Pclayanan Dasar dalam rangka pemcnuhan Standar Pelayanan
Minimal (3PM] Bidang Kesehatan sebagaimana ditegaskan dalam
pasal 49 ayat {5]) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta
mengalihkan alockasi Belanja Hibah, Belanja Perjalanan Dinas pada
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar tentang APBD
Tahun Anggaran 2024 dalam rangks pemenuhan SPM tersebut.

SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Pekerjaan Umum sebesar
Rp3.527.000.000,00 atau 3,32% dari total belanja wurusan
Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada
Dinas  Pekerjaan Umum  dan  Penataan Ruang  sebesar
Rpl106.113.981.626,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM
tersebut harus diprioritaskan dan ditingkatkan alokasi anggarannya
sctiap tahun dan peruntukkannya harus sesuai dengan sasaran
penerima SPM  sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
Pckerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor
29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan
Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, yvang diuraikan
dalam kegiatan sebagai berikut :

1} Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air
Minum  (S8PAM) di  Daerah  Kabupaten/Kota  sebesar
Rp2.131.000.000,00 agar alokasi anggarannya diprioritaskan
sasaran penerima yakni Rumah Tangga terutama masyarakat
miskin atau tidak rmampu dan berdomisili pada daerah rawan air
dan akan dilayani melalui sislem penyediaan air minum.

2) Kepatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota sebesar
Rpl.396.000.000,00, agar alokasi angparannya diprioritaskan
sasaran penerima yakni Rumah Tangga vang termasuk dalam
wilayah  pelayanan  pengolahan Air  Limbah  Domestik
kabupaten/keta, terutama dipricritaskan pada masyarakat
miskim atau tidak mampu dan berdemisili pada Area Berisiko
Pencemaran Air Limbah Domestik dan dekat badan air.

Harus diprioritaskan untuk mcemenuhi indikator pencapaian SPM

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk kabupaten/kola, yang

terdir dan :

1) 100% warga negara yang mempereleh kebutuhan pokok air
minum sehari-hari.

2) 100% warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air
limbah domestil.
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Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
29/PRT/M/2018 tentang Standar Tcknis Standar Pclayanan
Mimimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

3PM Perumahan Rakyvat dan Kawasan Pemuldman

Alckast anggaran untuk belanja SPM Perumahan Rakyat sebesar
Rp2.000.000,00 atau 0,04% dari total belanja urusan pemerintahan
bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman  sebesar
Rp4.950.447.636,0 pada SKPD Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman, harus ditingkatkar alckasi anggaran vang mencukupi
untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai
berikut sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menleri
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor
29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan
Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, yakni :

1} HKeglatan Pendataan Penyediaan dan Rehabiliiasi Rumah Korban
Bencana atau Rcelokasi Program Kabupaten/Kota sebesar
Rp2.000.000, harus ditingkatkan alokasi anpgarannya vang
mencukupl  untuk menjamin terlaksananya  Identifikasi
Perumahan di lokasi rawan bencana, ldentifikasi lahan-lahan
potensial sebagai lokasi relockasi perumahan, Data rumah korban
bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani, Pendalaan
Tingkat Kerusakan Rumah, Pendataan rumah sewa, Verifikasi
penerima layanan SPM yakni Rumah tangga Korban Bencana
Alam atau Terkena Relckasi Program Kabupaten/Kota, dan
Penyusunan Rencana Aksi.

2) Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi
Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
sebesar RpO atau belum dianggarkan, harus disediakan alokasi
anggarannya vang mencukupi untuk menjamin terlaksananya
sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi rumah
kepada masyarakat/ sukarelawan langgap bencana, Rembug
Warga untuk menentukan calon penerima dan layanan SPM
yakni Rumah tanggas Korban Bencana Alam atau Terkena
Relokasi Program Kabupaten/Kota, dan Penyelenggaraan rapat
koordinasi untuk menyepakati Penerirna dan jenis pelayanan.

3} Keglatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rurmazh Korban
Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota sebesar RpQ
atau belum dianggarkan, harus disediakan alokasi
anggarannya yang mencukupi uniuk menjamin terlaksananya:

a) Rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program
kabupaten/kota melalui tahapan pembentukan tim
pendamping/ fasilitator, pelatihan fasilitator, dan
pelaksanaan rehabilitasi rumah.

b) Pembangunan kembali melalui tahapan pembentukan tim
pendamping/ lasilitator, Pelatihan fasilitator, penyusunan
DED Pembangunan kembali rumah layak huni dengan
spesifikasi ramah bencana, dan pembangunan rumah.

c) Pembangunan baru/rclokasi korban bencana melalui
tahapan pengadaan lahan, penyusunan site plan dan DED
Rumah bersama penerima pelayanan fasilitasi penyediaan
rumah layak huni, pembangunan rumah khusus + PSU.
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4] Kegatan Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban
Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota sebesar RpO
atau belum dianggarkan, harus disediakan alokasi anggaran
yang memadai untuk menjamin terlaksananya Pelaksanaan
Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota alau
Relokasi Program Kabupaten/Kota dan Penatausahaan Scrah
Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atan
Relokasi Program Kabupaten /Kota.

Harus diprioritaskan untuk memenuhi indikatlor pencapaian SPM
Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman untuk
Kabupaten /kota yang terdiri dan :

1} 100% warga negara korban bencana yang memperoleh rumah
layak huni.

2] 100% warga negara yang terkena rclokasi akibat program
pemerintalr daerah kabupaten/kota yang memperoleh [asilitasi
penyediaan rumah yang layak huni.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan

Peraturan Menten Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
29 Tahun 2018.

Dukungan alokast anggaran untuk SPM Bidang Perumahan Rakyat
dan Kawasan Pemukiman belum tersedia secara memadai dengan
nilai yang masih sangat minim dan tidak jelas pembagian alokast
anggaran uniuk masing-masing target 100% SPM Bidang Perumahan
Rakyat dan Kawasan Pemukiman dimaksud. Untuk itu, Pemerintah
Kabupalen Tanah datar harus memprioritaskan lerlebih dahulu
alokast  anggaran  untuk  pendanaan  pelaksanaan  Urusan
Pemerintghan Wagab terkait Pelayanan Dasar dalam rangka
pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumdahan
Rakyat dan Kawasan Pemukiman sebagaimana ditegaskan dalam
pasal 49 gyat {5} Peraturan Pemenntah Nomor 12 Tahun 2019 serta
mengalihkan alokasi Belanja Hibah, Belanja Perfalanan Dinas
pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar tentang
APBD TA. 2024 dalam rangka pemenuhan SPM tersebut.

S5PM Trantibumlinmas

1} Alokasi anggaran untuk belanja SPM Trantibumlinmas sub
urusan Bencana sebesar Rp486.807.800,00 atau 13,45% dari
total belanja SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah
sebesar Rp3.619.983.062,00. Alckasi anggaran untuk belanja
SPM tersebut untuk ditingkatkan serta meniadi prioritas dalam
penyusunan penganggaran dan  alokasi anggaran tersebut
diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut yang peruntukkannya
harus sesuai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomeor 101 Tahun 2018
Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar

Pelayanan Mimmal Sub-Urusan Bencana Daerah
Kabupaten/Kota, yvakni :
a) Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana

Kabupaten /Kota sebesar RpO atau belum dianggarkan, agar
disediakan alokasi anggaran yang memadai dan mencukupm
serta menjamin diarahkan untuk melaksanakan penyusunan
kajian risike bencana dan melakukan Sosialisasi,
Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana
Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencanal.



2}

3]
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b) Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap
Bencana sebesar Rp485.870.800,00, agar ditingkatkan
alokasi anggarannya serta peruntukkannya diprioritaskan
untuk melakukan penyusunan rencana penanggulangan
bencana, pembuatan rencana kontinjensi, pelatihan
pencegahan dan mitigasi, gladi kesiapsiagaan terhadap
bencana, pengendalian operasi dan penyediaan sarana
prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana, serta penyediaan
peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.

c] Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban
Bencana sebesar Rpl.000.000, agar ditingkatkan alokasi
anggarannya yang signifikan serta diprioritaskan untuk
melaksanakan  respon  cepat  kejadian luar  biasa
penyakit /wabah zoonosis prioritas, respon cepat darurat
bencana, aktivasi sistem komando penanganan darurat
benncana, pencarian, pertolongan dan evakuasi korban
bentcana dan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana.

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Trantibumlinmas pada sub
urusan kebakaran daerah sebesar Rpl.738.213.180,00 atau
21,38% dari lolal belanja Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran Rp8.131.285.150,00. Alckasi anggaran
untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai
berikut, serta agar alokasi anggarannya menjadi prioritas dalam
penyusunan perencanaan dan penganggaran, dan
peruntukkannya harus sesuai sebagaimana diatur dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114
Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada
Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah
Kzbupaten /Kota, yakni :

a} Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman,
Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan
Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota sebesar
Rpl.738.213.180,00, agar alokasi anggarannya
diprioritaskan untuk layanan respon cepat {Response Time)
penianggulangan kejadian kebakaran, layanan peclaksanaan
pemadaman dan pengendalian kebakaran, serta layanan
pelaksanaan penyelamatan dan evaklasi.

b} Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan
Kebakaran sebesar RpO atau belum dianggarkan, agar
disediakan alokasi anggarannya yang mencukupi serta
diarahkan untuk layanan pendataan, inspeksi dan
investigasi pasca kebakaran.

¢] Keglatan  Penyelenggaraan Operasi  Pencarian  dan
Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia
sebesar RpO atau belum dianggarksn, agar disediakan
alokasi angpgarannya yang mencukupi serta diarahkan untuk
layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran.,

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Trantibumlinmas pada sub
urusan  Ketentraman dan  Ketertiban Umum  sebesar
Rp31.425.000,00 atau 0,38% dari total belanja Satuan Polisi
Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran RpS8.131.285.150,00.
Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebul diuraikan dalam
kegiatan sebagar berikul, serla harus ditingkatkan alokasi
angparannya dan menjadi  prioritas  dalam penyusunan
perencanaan dan penganggaran, dan peruntukkannya harus
sesual sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam
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Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 Tentang
Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar  Sub  Urusan
Ketenteraman Dan  Ketertiban Umum  Di Provinsi Dan
Kabupaten /Kota, yakni :

a] Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan
Ketertiban Umum dalam 1 {satu] Dacrah Kabupaten/Kota
sebesar sebesar Rp31.425.000,00, agar ditingkatkan slokasi
anggarannya yang signifikan dan diprioritaskan untuk
Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman
Masyarakat, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum, Peningkatan
Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan
Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Peclaksanaan
Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia serta pelayanan
vang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan
hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada.

b} Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawal Negeri Sipil (PPNS)
Kabupalen/Kota sebesar Rp0O atau belum dianggarkan, agar
disediakan alokasi anggarannya yang mencukupi untuk
Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS.

Agar ditingkatkan alokasi anggarannya vang memadai dan
diprionitaskan untuk Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan
Ketenteraman Masyarakat, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umurmn, Peningkatan
Kapasitas 8SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan
Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas
yang Bermuansa Hak Asasi Manusia serta pelayanan yang
terkena dampak gangguan Trantibum akibat pencgakan hukum
terhadap pelanggaran Perda dan Perkada.

Barus  dipricritaskan untuk  memenulin  indikator SPM
Trantibumlinmas untukKabupaten fkota yaitu:

1} 100% warga necgara yang memperoleh layanan akibat dari
penegakan hukum perda dan perkada.

2) 100% wargz negara yang memperoleh layanan informasi rawan
bencana.

3] 100%warga negara vang memperoleh layanan pencegahan dan
kesiapsiagaan terhadap bencana,

4) 100%warga negara yang memperolel layanan penyelamatan dan
evakuasi korban bencana.

5) 100%warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan
evakuasi korban kebakaran.

Secsuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan
Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang
Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman
dan  Ketertiban Umum di Provinsi/Kabupaten/kota dan
Kabupaten/Kota.

3PM Sosial

Alokasi anggaran untuk belanja SPM  Sosial sebesar
Rp2.722.171.819,00 atau 13,20% dari total belanja SKPD Dinas
Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuarn dan
Perlindungan Anak yang melaksanakan urusan sosial sebesar
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Rp20.619.033.596,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut
diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut, serta harus ditingkatkan
alokasi anggarannya secara signifikan dan menjadi prioritas dalam
penyusunan perencanaan dan penganggaran, dan reruntuklkannya
harus sesuai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Sosial
Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis
Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di
Daerah Provinsi Dan di Daerah Kabupaten/Kota, yakni :

1) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas
Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, scrta
Gelandengan Pengemis di  Luar Panti Sosial sebesar
Rp2.653.921.819,00, agar alokasikan anggarannya untuk
menjamun terlaksananya seluruh layanan dasar yang diberikan
kepada Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut
Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
berupa :

a) Layanan data yakni layanan yang diberikan kepada
penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia
telantar, serta gelandangan dan pengemis untuk diusulkan
masuk dalam data terpadu penanganan fakir miskin dan
crang tidak marmmpu.

b} Layanan pengaduan yakni sarana untuk menerima dan
menindaklanjuti  informasi berupa pengaduan, keluhan,
dan/atau pertanyaan vang disampaikan oleh masyarakat
kepada dinas sosial daerah kabupaten/kota dan/atau Pusat
kesejahteraan sosial mengenai tidak terpenuhi kebutuhan
dasarnya.

¢} Layanan kedaruratan yakni findakan penanganan segera
vang dilakukan oleh dinas sosial daerah kabupaten/kota
dan/atau pusat kesejahteraan sosial kepada penyandang
disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, serta
gelandangan dan pengemis yang membutuhkan pertolongan
karena terancam kehidupannya dan tidak terpenuhi
kebutuhan dasamya

d] Layanan pemenuhan kebutuhan dasar yakni permakanan
diberikan paling lama 7 [tujuth) hari, sandang, alat bantu,
perbekalan kesehatan, bimbingan fisik, mental spiritual, dan
sosial kepada penyandang disabilitas telantar, anak telantar,
lanjut usia telantar, serta gelandangan dan pengemis,
bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas
telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, gelandangan dan
pengemis, serta masyarakat, fasilitasi Pembuatan Nomor
induk kependudukan, akta kelahiran, sural nikah, dan kartu
identitas Anak, akses ke layanan pendidikan dan kesehatan
dasar, penclusuran keluarga, reuntfikasi dan/atau
reintegrasi social dan rujukan.

2) Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alarn dan Sosial
Kabupaten/Kota sebesar Rpb68.250.000,00, agar ditingkatkan
alokasit anggaran serta untuk menjarmin terlaksananya seluruh
layanan dasar yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas
Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta
Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial pada saat tanggap
darursat bencana dan setelah tanggap darurat bencana, berupa :
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a) Tersedianya barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh
korban bencana daerah kabupaten/kota pada saat tanggap
darurat bencana yang merupakan kebutuhan dasar berupa
permakanan, sandang, tempat penampungan pengungsi,
penanganan khusus bagl kelompok rentan dan dultungan
psikososial.

b) Tersedianya barang dan/atau jasa yang harus diterima aleh
korban bencana daerah kabupaten/kota setelah tanggap
darurat bencana merupakan kebutuhan dasar berupa
penanganan khusus bagi kelompok rentandan pelayanan
dukungan psikososial.

Harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM
Sosial untuk Kabupaten/kota vang terdiri dari :

1) 100% warga negara penyvandang disabilitas tclantar mendapatkan
rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di uar
panti.

2) 100% warga negara anak telantar mendapatkan rehabilitasi sosial
dasar anak telantar di luar panti.

3] 100% warga negara lanjut usia telantar mendapatkan rehabilitasi
sosial dasar lanjut usia di luar panti.

4} 100% warga negara/gelandangan dan pengemis mendapatkan
rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti.

3) 100% warga negara korban bencana yang memperoleh
perlindungan dan jaminan sosial.

Sesual maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan
Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar
Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang
Sosial di Daerah Provinsi/Kabupaten/kota dan di Daerah
Kabupaten /Kota.

Uniuk itu, Pemerintuh Kabupaten Tanah Datar harus memprioritaskan
terlebih dahulu alokasi anggaran untuk pendanaan pelaksanaan Urusan
Pemernintahan Wafib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan
Standar Pelayanan Minimal (SPM} sebagaimana ditegaskan dalam pasal
49 ayat {(5) Peraturan Pemeriniah Nomor 12 Tahun 2019 serfa
mengalihkan alokasi Belanfa Hibah pada Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Tanah Datar tentang APBD Tahun Anggaran 2024
dalam rangka pemenuhan SPM tersebut.

Dukungan Alckasi Anggaran Dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Tanah Datar tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Terhadap
Kebijakan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024 yang tercantum
dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasicnal/Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Masional Republik Indonesia Nomor
4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Dalam dokumen pendukung Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Tanah Datar tentang APBD Tahun Anggaran 2024, Pemerintah
Kabupatcn Tanah Datar telah mengalokasikan anggaran belanja daerah
berdasarkan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 tersebut,
sebagaimana tercantum dalam Tabel S sebagai berikut :
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Tabel 5
Alokasi Anggaran untuk Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah
Kabupaten Tanah Datar dengan Prioritas Pembangunan Nasional

Tahun 2024
Prioritas Nasional Pagu Anggaran Rasio Terhadap

. (Rp.) Belanja Daeruh

Memperkuat Ketahanan Ekonomi '

untuk Perturmbuhan Berkualilas dan 82.776.887.101 £,13%
 Berkeadilan

Mengembanglkan Wilavah untuk

Mengurangi Kesenjargan dan - GL.00%h
_ Menjamin Pem¢rataan .

Moningkatkan Sumber Daya Manusia
- Berkualitas dun Berdaya Saing 375.506.016.886 26.87%

Revolusi Mental dan Pembangunan ' ,
Kebudayaan 450.952.911.988 32,24%

Memperkuat Inirastruktur untuk

Mendukung Pengembangan Ekonomi 115.693.844.129 8. 27%

_dan Pelayanan Dasar

Membangun Lingkungan Hidup,
Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan 16,45%.379.011 1, IB%
Perubahan [klim

Memperkuat Stabilitas Polhukhankam
dan Translormusi Pelayanan Publik

TOTAL 1.398.919.280.321 100%:

35>4.130.241.116 25,31%

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar tentang APBD
Tahun 2023 sudaeh selaras dengan prioritas pembangunan dan
kebijakan pemerintah pusat sesual maksud Lampiran Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan
APBD Tahun Anggaran 2024, sehingga sudah terlihat pemelaan vang
Jjelas dari kegiatan dan sub kegiatan pada rancangan APBD Tahun 2023
dengan Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Indikator Kegiatan
sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN] Tahun
2020-2024.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Taneh Dalar agar memperiahankan
secara terus menerus dan Konsisten dengan hasil penyagian tabel
sinkronisast prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 dimaksud.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar harus
mensinkronisasikan sasaran dan target penyusunan RKP Tahun 2024
tersebut guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil
Presiden melalui 5 {lima) arahan utama Presiden, vaitu :

a. Pembangunan Sumber Daya Manusia [SDM), membangun SDM
pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu
penigetahuan dan teknelogi didukung dengan kerja sama industri
dan talenta global,

b. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan
mfrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan
kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata,
mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan
nilai tambah perekonomian rakyat.

¢. Penyederhanaan Repulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi
dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 {duaj
Undang-Undang yaitu Undang-Undang mengenai Ciptz Kerja dan
Undang-Undang mengenai Pemberdayaan UMKM.
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d. Penyederhanaan Birokrasi, memnprioritaskan  investasi  untuk
penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang
panjang, dan menyederhanakan eselonisasi. dan

€. Transformasi Ekonomi, melakukan transformasi ekonomi dan
ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa
modern yang mempunyal nilai tambah tinggi bagi kemakmuran
bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

3. Dukungan Alokasi Anggaran Dalam Rancangan APBD Pemerintah

3

~berdaya Saing kepartwisalaun

Kabupaten Tanah Datar Terhadap Kebijakan Prioritas Pembangunan
Provinsi Sumatera Barat

Dalam dokumen pendukung Rancangan Peraturan Daerah lentang
APBD Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar telah
mengalokasikan anggaran belanja daerah dalam mendukung 7 {tujuh)
pricritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, sebaga:
berikut :

Tabel &
Alokasi Anggaran untuk Sinkronisasi Kebijakan
Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dengan Prioritas Pembangunan
Provinsi Sumatera Barat

Pagu Anggaran Rasio Terhadap
Prioritas Provinsi {Rp.} Belanja Daerah

' Mcningkatkan Kualitas Sumber Daya

Manusia vang Berakhlak Mulia, Sehat,

Berpengetahuan, Terampil & Berdava 375.906.016.886 26.87%

Saing

Mcningkatkan tata kehidupan sosial
kemasyarakutan berdasarkan falsafah
Adal Basandi Syara’” - Syara' Basandi
Kitabullah

Meningkatkan nilai tambah dan
preduktilitas pertanian, perkebunan, 47 477 865 660 3,309%;,

450,952 971.988 32 24%

 peternakan dan perikanuan

Meningkalkan usaha perdagangan dan
industri kecil/ menengah serta ekonomi 253,842,803 802 1,H5%

_ berbasis digital

Meningkatkan ekonomi kreatil dan 12.456.914.633 0.,89%
Meningkatkan Pembangunan

Infrastruktur yang berkeadilan dan 132.153.223.140 9,45%
berkelanjutan

Mewujudkan tata kelols pemerntahan

dan pelayuanan publik yang bersih, 354.130.241.116 25,31%

~akuntabel serta berkitalitas.

TOTAL 1.398.919,280.321 100°%

Rancangan Peraturan Dacrah Kabupaten Tanah Datar tentang APBD
Tahun Anggaran 2023 sudah selaras dengan Prioritas Pembangunan
Provinsi scsuai maksud Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun
Anggaran 2024, schingga sudah terlihat pemctaan yang jelas dari
program pada rancangan APBD Tahun 2023 dengan Priorilas
Pembangunan Provinsi sesual dengan Peraturan Gubernur Sumatera
Barat Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023,

Untuk ituw Pemerintah Kabupaten Tanah Dalar agar mempertahankan
secdra terus menerus dan konsisten dengan hasil penyafan tabel
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sinkronisasi kebijokan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dengan
prioritas provinst Tahun 2022,

Alokasi Anggaran Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Tanah Datar tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Terhadap Kebijakan
Prioritas Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024,

Dalam Rancangan Pcraturan Dacrah tentang APBD Tahun Anggaran
2024, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar telah mengalokasikan
anggaran Belanja Daerah berdasarkan Prioritas Dacrah tahun 2024
vang diurajkan dalam Tabel 7 sebagai berikut :

Tabel 7
Alokasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Tanah Datar
berdasarkan Prioritas Daerah Tahun 2024

Anggaran Rausio Terhadap
Prioritas Tanah D Pagu
ritas Tanah Datar (Rp.) Belanja Daernh
' Meningkatkan dava saing pariwisata . ' .
_unggulan daerah 8.521.777.323 | 0,61%
Meningkatkan infrastruktur daerah,
penangeulangan bencana alam dan 132,153,223 144 9,45%
. pengelolsan lingkungan hidup _
Meningkatkan kualilas Sumber Dava
Manusa 385 866.156.830 27 DA%,
Meningkatkan kualitas tala kelola
penyvelenggaraan pemerintahan e _
akuntatw] dan berkualitas duerah yang 358.326.582.071 25.61%
. bersih, akuntabel dan berkualitas . _
Meningkatlkan pengamalan agama, adat 440.730.868.390 31 51%
dan budaya ) ’
Meningkatlkan perekonomian
masyarakat melalui penciptaan 05 547 RO3 892 1.85%
usahawan baru, perlussan lapangan
_kerja dan investasi
Meningkatkan produksi dun
produlktivitas serta nilai tambah hasil 47 477 BH8.666 3,39%
pertaniun _ .
TOTAL 1.398.919.280.321 100%

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar tentang APBD
Tahun 2024 sudah selaras dengan Prioritas Pembangunan Daerah
Kabupaten Tanah Datar sesual maksud Lampiran Peraturan Menterd
Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan
APBD Tahun Anggaran 2024, sehingga sudah terlihat alokasi anggaran
yang jelas dalam rancangan APBD Tahun 2024 dengan Pricritas
Pembangunan Daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Tanah Datar
Nomor & Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Tanah Dular agar mempertahankan dan
konsisten dengan hasil penyajion tabel Prioritas Pembangunan Daerah
berdasarkan Prioritas Daerah tersebut.

Pendanaan Urusan Pemerintahan daerah yang ditetapkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan
dalam Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang
APBED Tahun Anggaran 2024, yang besarannya telah ditetapkan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:
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Alokasi Anggaran Untuk Fungsi Pendidikan

Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar
Rp471.588.394.955 atau 33,71% dari total belanja daerah dalam
Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Angparan 2024
sebesar Rpl.398.919.280.321,00, dengan uraian perhitungan Tabel

sebagai berikut :

Tabel 8
_ Alokasi Fungsi Pendidikan
Jumah
. No . Komponen Perhitonhan APBD 20723 . RAPHD 2024 _ Helsini} .
i . Urusan Bidang Pendidikan: 474 TRO.319.560 67380 402 368 42.600.082.995
. L Rekangs Dpaorasi JaT 333171149 450.5455.149.11] 53.5[‘:&.&3.!.992 .

i, telanya pogawd;
b belanja barang dan |@sa;

. belanya hibah; 4, 757100 00w I .03 300,000 279200000
_ 4. bebunja bantuen somai. TRT.A00.000 . 513500000 (233, 300 U0} .
2] Belanja Mmwlil; 27045 002 74 I L 425 253,744 . 111219 748097 .
" ». Uruean Bideng Kebudyasn: 683.994.000 1.642.800.000 868.506.000
I 1) Brlanja (perani: Hrd S 994, (W00 I 1535, 5300 00 ) SHS. SUH.00H .
) a, Delarnja prgnwai; LH] ) ] . )
b. belanja barang dan jass. b0 Qg 000 ) 15353500000 EHS.506.000
¢, belanja hibah; o o o
d. belanja baniuan sosial, LH . o] . i}
_ 2) Belanja Modal; 38000000 7000 UG 127 . CHICH CICHY
¢. Urtsan Bidang Perpustakaan: 953.716.400 769.554.900 {184.13 1.500]
. 1] Belanja Operasi: BIE 516,400 I Y R4 000 I (72431500 .
I A belanja pegawal: i) . 1 . ] .
b. beldnfn harang dun jasy; BLG. 5 L6400 . 743384500 (V2931300 I
v, belunya hibak; ul . 1 ) Q .
d. belune buntuan sasal 0 I ] 4]
2| Beianja Madal; 127, 200 {KH) ) 26,000 000 I {171 1200, 0500)
4. Urusaa Bidang Kegemudanan dan 12.273.7%0.000 LB9E907.200  {10.377.852.800}

_ Hahrage:
L| Belanjs {Operiasi

a. belanja pogawai; U ] I i]
. Belanja barang dan jasa; B, 512,810,000 T43 0T HIG 5. 708, F02. 804
o Dl bbb R CVRECERE N 1. 1300000, (ol [ERNIARNLSRECE]
d. belanja bantuan sasil. 8] U LB

21 Belunju Mudal; 1. 180 I 0 (1, 1 340,000)

" a. Belanja di Juar Urnsan Pendidlkan, '
Urunan Hebudayoan, Urusan
Perpustakaan dan Urusan Kepemudasn o o 0

dan Odabrags ying mananjang
kebniohan masywrakat di bidang
 Pendidikan, aotars leia:

Anggaran Fungei Pendidioan |w+b)
Total Belunju Dusrah

Rasio anggaran pendidikan [2:3) x 100°%

337955204 | 59

5. 663052 96

1223721 10.46H)

438.691.830.260
1.399 969, 192.850

33,75%

AET. 290473 955
S8 (KM 375126

i B e i

471,568 504955
1.398.91%9.280.321
3. Tl%

49344 209, 820
1.128.722. 16

(L0376 TO2, 500

32.996.574,695
953.950.087.4T1
-0,04%

Sudah memenuli alokasi fungsi pendidikan sekurang-kurangnya
20% (dua puluh persen] dari total belanja daerah sesuai amanat
dalam Pasal 49 ayat {1} Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistemn Pendidikan Nasional dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikarn,
schagaimana maksud butir E.la. Lampiran Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023, yang menegaskan bahwa
dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan,
Pemerintah Daerah secara konsistenn dan berkesinambungan harus
mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% [dua
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puluh persen} dari total belanja daerah, di mana alokasi anggaran
fungsi pendidikan dimaksud disesuaikan dengan program pricritas
pendidikan yvang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun
2023,

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar harus konsisten
mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya
20% f{dua puluh persen) dan total Belanja Daerah sesuai amanat
dalam Pasal 49 ayal (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan
Pasal 81 ayat (1} Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, vang
diarahkan penggunaannya untuk pencapalan indikator SPM
Pendidikan di Kabupaten Tanah Datar.

Selanjutnya. penetapan besaran standar satuan harga untuk tenaga
pendidik mempedomani upah minimum yang ditetapkan oleh Bupati
Tanah Datar sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 36
Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Berkaitan dengan hal itu, program dan kegiatan tersebut diatas
selain untuk mencapai indikator SPM  juga diarahkan untuk
memenuhi kriteria minimal pendidikan sebagaimana maksud Pasal
2 Peraturan Pemerintah Nomeor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan, melputi:

1] standar isi.

2] standar proses.

3) standar kompetensi lulusan,

4] standar pendidik dan tenaga kependidikan.
5] standar =zarana dan prasarana.

6) standar pengelolaan.

7| standar pembiayvaan.

8) standar penilaian pendidikan

Alokasi Anggaran Kesehatan

Anggaran kesehatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Tanah Datar tentang APBD Tshun Anggaran 2024 dialokasikan
schesar Rp251.652.774.762,00 atau 26.59% dari total belanja
daerah di luar gaji dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Tanah Datar tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar
Rp946.259.924.043,00.

Dalam rangka peningkatan pelayanan di bidang kesehatan,
Pemerintah Kabupaten Tanah Datar secara konsislen dan
berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran Keschatan
secara memadail sesual dengan kelentuan peraiuran perundang-
undangan. Alokasi anggaran kesehatan dimaksud diarahkan untuk
mendukung transformasi kesehatan dan pencapaian indikator SPM
bidang keschatarl. Prioritas bidang keschatan diarahkan untuk
mempercepat capalan keberhasilan pembangunan kesehatan dan
mewujudkan derajat keschatan masyarakat yang sctinggi-tingginya
antara lain:

1) dalam rangka peningkatan pelayanan di bidang kesehatan,
Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan
harus mengalokasikan anggaran Keschatan secara memadal
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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2) alokasi anggaran kesehatan dimaksud diarahkan untuk
mendukung transformasi keschatan dan pencapaian indikator
SPM bidang kesehatan.

3] prioritas Indang kesehatan diarahkan untuk mempercepat
capaian keberhasilan pembangunan kesehalan dan mewujudkan
derajat keschatan masyarakat yang setinggi-tingginya antara lain:

a) penguatan promosi kesehatan dan deteksi dini penyakit;

b} peningkatan kesehatan ibu, anak dan penurunan stunting;
¢] pencegahan dan pengendalian penyakit menular;

dj pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular;

¢} penguatan jejaring layanan primer; dan

fi penguatan Sumber Daya Manusia (3DM] Kesehatan.

Penyedizan anggaran kesehatan agar terus ditingkatkan di mana
alokasi anggaran kesehatan dimaksud disesuaikan dengan program
prioritas bidang kesehatan sebagaimana ditegaskan pada butir E.2
Lampiran Peraturan Menleri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.
Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar agar konsisten dan
tidak menurunkan jumiah alokasi anggaran untuk fungsi kesehatan
dalam Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2024

Alokasi anggaran untuk penurunan prevalensi stunting

Penyediaan alokasi anggaran untuk penurunan prevalensi stunting
(pendek dan sangat pendek] pada anak baduta, penurunan
prevalensi kekurangan funder weight} pada anak balita dan
menurunnya prevalensi wasting (kurus] anak balita sebesar
Rp10.538.601.743,00 atau 4,19% dar total anggaran kesehatan
aebesar Rp251.652.779.762,00.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar tentang APBD
Tahun 2023 sudah memual arah kebijakan penanganan stunting
sesual dengan peraturan perundang-undangan namun hanya
mencakup Perangkat Daerah pengampu urusan kesehatan dan
urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana saja. Belum
terdapat pemetaan kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD lain vang
terkait urusan pendidikan, pekerjaan umum dan penataan ruang,
perumahan rakyvat dan kawasan permukirman, lingkungan hidup,
sosial, urusan kependudukan dan catatan sipil, urusan
pemberdayaan  perempuan dan perlindungan anak, urusan
pemberdayaan masyarakat dan desa, urusan pertanian, urusan
kelautan dan perikanan, pangan, pengendalian penduduk dan
keluarga berencana, urusan komunikasi dan informatika, urusan
pcnunjang fungsi perencanaan.

Total alokasi anggaran untuk penanganan stunting sebesar
Rpl10.538.601.743,00 atau sckitar 0,75% dari total belanja dalam
Rancangan APBD Tahun 2024, Untuk itu, Kabupaten Tanah Datar
agar melampirkan alokasi anggaran dalam rangka intervensi
percepatan pencegahan dan penurunan siunting terintegrasi pada
kelompok sasaran prioritas, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, bayi
berusia dibawah 2 tahun dan kelompok sasaran penting lainnya
yakni anak dibawah 5 tahun (balita), Wanita Usia Subur (WU35) dan
remaja putri.
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Belanja daerah untuk penurunan stunting, agar diarahkan untuk
pelaksanaan kcgiatan antara lain:

[1). kegiatan yang mendukung intervensi gizi spesifik seperti
pemberian suplemen dan makanan tambahan bagi ibu hamil,
bayi dan balita.

(2]. kegiatan yang mendukung intervensi gizi scnsitive seperti
penyediaan akses air minum layak, akses sanitasi layak, akses
layanan keschatan dan keluarga berencana dan pendampingan
keluarga rawan stunting.

(3). kegiatan pendukung penanganan stunting, scperti kegiatan
fasiitasi penataan dan pemberdayaan kelembagaan,

dengan memprioritaskan belanja utamanya untuk kegiatan vang
mendukung pemberian makanan tambahan dan suplemen gizi
terutama untuk ibu hamil. bavi dan balita pada Dinas Kesehatan
serta melibatkan perangkal daerah lain pengampu urusan urusan
pendidikan, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan
perumahan rakyal dan kawasan permukiman, urusan lingkungan
tndup, urusan sosial, urusan kependudukan dan catatan  sipil,
urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan
pemberdayaan masyvarakat dan desa. urusan pertanian, urusan
kelautan dan perikanan, pangan. pengendalian penduduk dan
keluarga berencana, urusan komunikasi dan informatika, urusan
penunjang fungsi perencanaarn, dan urusan lainnya sesual dengan
kebijakan peraturan perundang-undangan.

Alokasi Anggaran Belanja Infrastruktur Publik

Pemerintah Kabupaten Tanah Datar harus mengalokasikan belanja
infrastruktur pclayanan publik minimal 40% [(empat puluh persen)
dari total belanja APBD dilugr belanja bagi bhasil dan/atau 1transler
kepada daerah/desa. Belanja bag hasil dan/atau transfer kepada
daerah/desa yang lerdiri dari DBH Cukal Hasil Tembakau, DBH
Sumber Dayva Alam Kehutanan, Dana Reboisasi serta ADD
dilaksanakan sesual dengan Kelenluan peraturan perundang-
scbagaimana ditegaskan pada butir E.l.ec. Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Neger: Nomor 15 Tahun 2023,

Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik dalam Rancangan
Peraturan Daerah kabupaten Tanah Datar tentang APBD Tahun
Anggaran 2024 scbesar Rp343.268.917.223.00 atau 27.69% dari
total belanja APBD diluar belanja bapi hasil dan/atau (ransfer
kvpada daerah dan/atau desa sebesar Rpl.239.836.262.207,00,
dengan rincian pada Tabel 9 dan 10 sebagai berikut :

Tabcl 9
Perhitungan Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik
' ; Jumish
A0 KOMPONEN FERHITURGAN T HG  RAMD N Py
1 “Total Belanja Naerah | 209.960. 132850 1 1.J9A.919.280 12| RGBT 471
Belama tag hasd dar atau transber kepada !
dacrub dan atau desa
d helata g hasl 4.5320 4.3 588 3140 457614 A1 1027 U2
b buntuan ke uangan | I54.490.368,150 | 133W25M0500|  {4.530.807.6501
tJumlahiatb 163.022.758,738 150083008114 3.939. 780 624
T3 Sclwh|12] TI0946.34.112 | 1239083626207 |D2.58986A 095
I:&'&';:;::;:i”:]:':;? SITUKTUF Pelavanan ‘ IHTIEISTEN | 45UMaM ML 3115587 I
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Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik dalam Rancangan
Peraturan Daerah Pemecrintah Kabupaten Tanah Datar tentang APBD
Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp343.298.917.223.00, dengan rincian

pada Tabel 10 sebagai berikut :

Tabel 10
Format Perhitungan Belanja Infrasrtuktur Daerah
! WG ECEPONEN PERHITUNGAR Jumluh
APED 1023 RAPAD 2024 Selsimih
1. | a Brlanja Modal: 153.799.305.45] | 123.511.032.005 [20.208.273.456]
1] Lanah; 223207 453 2 237,007 453
2 peralatan dan mesin; 47 238201757 273859481 650 | [21.944.730.098)
3 tangunan dan gedung; 46.083.749.374 | 1P.3IF773 0896 ) [2B.767.976.278)
41 jalan, jaringan, dan irygas; 35.903. 738, 45 T4 21435, 245 18.246.696.315
3) aset tetap lwinmya; 41786153 1405, 342,512 (T73.272.844)
6] aset lamava, 273,000,000 075,992 000 TO2.992.000
b Pelanja Femeliharasn 11.226.525.947 | 13.695.347.076 1.449.321.139
Jumlah T=[a+H 164.965.8631.408 | 137.186.879.081 | (27.779.952.327)
2 | a Pelunja Hibak: 27083522120 A7.765.677.820 | {25.546.944.874)
b Belanja Bantoan Sosial, 9 520,849,623 1.40)3. 799 522 {47.395.664.972)
¢ Belama Bantuan Keyangan. TB 490308 150, 153942560500 | (76.163.641.250)
Jumlgh 2=la+ b+ 195.957.759.693 | 106.112.035.142 |  [57.916.944.935)
3. | Jumlsh Helanja Infrastrukeue Daerai (1-2] | 360.963.571.301 | 343.999.917.223 |  |54.690.217.783)

Pemerintah  Kabupaten Tanah Datar belum memenuhi Belanja
Infrastrukiur Pelayanan Publik sebagaimana diamanatkan pada
butir E.1.c. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15
Tahun 2023 bahwa Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik
merupakan belanja infrastruktur dacrah yang langsung terkait
dengan percepatan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas
pclayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan
kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan mengurang
kesenjangan publik antar daerah.

Untuk itu  Pemerintah  Kabupaten Tanah Datar  harus
mengupayakan secara terus menerus agar alokasi Belanja
Infrastrukitur Pelayanan Publik tersebut dapat mencapai 40% fempat
puluh persen} sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan perundang-
undangan tersebut. Dalam hal persentase belanja infrastrukiur
pelayanan publik belum mencapai 40% (empat puluh persen)
Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi belanja infrastruktur
pelayanan publik daerah sccara bertahap dalam waktu 3 (limna)
tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022,
sehingga batas akhir Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja
mfrastruklur sekurang kurangnya 40% sampai dengan Tahun
Angguaran 2027 scbagaimana ditegaskan pada butir E.l.c.i}
Lampiran Peraturan Menteni Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

e. Alokasi Anggaran untuk Pengawasan

Jumlah alokasi anggaran dalam rangka penguatan Pembinaan dan
Pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Tanah Datar (di luar gaji
dan tunjangan} sebesar Rp736.970.322,00 atau 0,05% dari total
belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Tanah Datar tentang APBD Tahun Anggaran 2024 untuk
mendukung penguatan pembinaan dan pengawasan pada
Inspektorat Kabupaten Tanah Datar antara lain tercantum pada :

1} Program Penunjang Uurusan Pemerintah [Daerah

Kabupaten/Kota sebesar Rp447.795.571

2) Kegialan Penyelenggaraan Pengawasan Internal  sebesar

Rp254.174.751,00;
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3) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan TujuanTertenty
sebesar Rp25.000.000,00,

4) Kegiatan Pendampingan dan Asistensi sebesar Rpi0.000.000,00;

Belumm memenuhi alokasi anggaran penguatan pembinaan dan
pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Tanah Datar
yaitu sekurang-kurangnya 0,75% {nol koma tuhuh puluh lima) danr
total belanja daerah, sebagaimana ditegaskan dalam butir E 2.d.2)a)
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomeor 15 Tahun 2023,
Alokasi anggaran pengawasan dimaksud tidak termasuk belanja gaji
dan tunjangan pada SKPD [nspektorat, sebagaimana maksud butir
E.2.d.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun
2023 dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 700.1.1/8737/SJ
tanggal 9 Desember 2022 Hal Penguatan Inspektorat Daerah dalam
Pengawasan Pemerintah Daergh.

Untuk itu, Pemenntah Kabupaten Tanah Datar harus menambah
alokasi anggaran unfuk penguatan pembinaan dan pengawasan
pada Inspektoral Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar,
sekurang-kurangnya 0,75% (nol koma tuhuh puluh lima) dari total
belarya daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Tanah Datar tentang APBD Tahun Anggaran 2024,

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar mengalokasikan
anggaran pengawasan scsuai dengan  kewcenangannya dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupalen Tanah Datar tentang APBD
Tahun Anggaran 2024, untuk mendanal program dan kegiatan
pembinaan dan pengawasan, meliputi :

1] Kegilatan pengawasan, yaitu :

a] Pelaksanaan  pembinaan dan  pengawasan  urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan
dalam bentuk pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan
peraturan perundang-undangar termasuk ketaatan
pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang
ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan/atau pemeriksaan
kinerja;

bl Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana
keuangan daerah meliputi Rancangan akhir rencana kerja
Pemerintah  Daegrah, Rancangan akhir rencana kerja
perangkat daerah, Rancangan kebijakan umum anggaran
dan pricrotas plafon anggaran sementara, RKA-SKPD;

¢} Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah:
d} Reviu Laporan Keuangan;

e] Kegiatan Pengawasan Lainnya meliputi Probity Audit, Reviu
Laporan Kinerja, Reviu LPPD, Pemeriksaan dengan tujuan
tertentu, pengawasan perencanaan dan penganggaran yang
berbasis gender, pemeriksaan pengelolaan keuangan desa;

] Sehubungan dengan penyelenggaraan pemilihan umum dan
pemilihan gubernur dan wakil gubcrnur, bupati dan wakil
bupati serta Bupati dan wakil Bupati serentak Tahun 2024,
Pemerintah Daerah perlu meningkatkan pengawasan atas
pemberian hibah, bantuan sosial, dan bantuan pemerintah
lainnya, termasuk memastikan bantuan keuangan partai
politik yang bersumber dari APBD 1epat sasaran dan berbasis
sulput scsual dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomeor
78 Tahun 2020 tentang Perubahan alas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara
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Penghitungan, Penganggaran dalam Angparan Pendapatan
dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan,
Penyyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan
Bantuan Keuangan Partai Politik.

g} Penguatan tata kelola pemerintahan dan Peningkatan
Integritas meliputi, pengendalian gratifikasi, Pelaksanaan
survel penilaian integritas, Penilaian mandiri pelaksanaan
reformasi  birokrasi, Asistensi pembangunan reformasi
birokrasi, Capaian aksi pencegahan korupsi yang
dikoordinasikan oleh strategi nasional penccgahan korupsi,
Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi
terintegrasi yang dikoordinasikan komisi pemberantasan
korupsi, Operasicnalisasi sapu bersih pungutan  liar,
Pemeriksaan investigatif, Tindak lanjut perjanjian kerjasama
APIP dan aparat penegak hukum dalam penanganan
laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi,
Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan
badan pemenksa keuangan serta tindak lanjut hasil
pemeriksaan APIP.

2} Peningkatan kapabilitas APIP meliputi, Kapabilitas APIP level 3,
Maturitas sistem pengendalian internal pemerintah, penerapan
manajemen risiko, pendidikan profesional berkelanjutan melalui
pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120
jam/tahun per APIP.

3) Barana dan prasarana pengawasan, seperlt: laptop, alat
pengukur beton dan lain-lain,

Sebagaimana ditegaskan dalam butir E.2.c Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023,

Alokas1 anggaran untuk Pengembangan Kompetensi Penyelenggara
Pemerintah Daerah

Jumlah alckasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN
dalam rangka pengembangan kompetensi Pemerintah Daerah
Kabupaten Tanah Datar menjadi sebesar Epl.329.768.229,00 atau
00,09% dari total belanja dacrah dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Tanah Datar tentang APBD Tahun Anggaran 20324, yvang
dialckasikan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manuia pada kegiatan Pengembangan Kompetes: ASN.

Pemerintah Kabupaten Tanah Datar belum memenuhi alokasi
anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagt ASN dalam rangka
pengembangan  kompetensi  penyelenggara Pemerintah  Daerah,
paling sedikit 0,16% dar total belanja daerah dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar tentang APBD Tahun
Anggaran 2024 scbagaimana ditcgaskan dalam butir E. 2 e Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Untuk itu  Pemerintah  Kabupaten Tanah Datar  harus
mengupayakan dalam mengalokasikan anggaran untuk memenuhi
kebutuhan terhadap Pengembangan Kompetensi Penyelenggara
Pemerintah Daerah dalam APBD TA 2023 dan dialokasikan untuk :

1} Pendidikan dan Pelatihan teknis dan tfungsional dan/atau
Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri, pengembangan
kompetensi teknis, sebagaimana amanat ketentuan peraturan
perundang-undangar.
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2] Penyelenggaraan uji kempetensi pemerintahan dalam rangka
sertifikasi kompetensi pemerintahan sebagaimana diatur dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 2017 tentang
Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam
Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun
2017 tentang Kompetensi Pemerintahan.

Dalam hal besaran alokasi anggaran dalam rangka Pengembangan
Kompetensi Penyelenggara Pemerintah pada Kabupaten Tanah
Datar dalam APBD tahun anggaran sebelumnya telalh melebihi
perhitungan terscbut di atas, maka Pemerintah Kabupaten Tanah
Datar tidak diperkenankan mengurangi besaran persentase
alokasi  anggaran dimaksud pada Tahun Anggaran 2023
sebagaimana dilegaskan pada butir E.2.e Lampiran Peraturan
Menterr Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023,

Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Tanah Datar tentang APBD Tahun Anggaran 2024 wvang ditctapkan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai
Gerikout :

a. Pemcerintah Kabupaten Tanah Datar mengalokasikan anggaran
dalam rangka dukungan pelaksansan (ugas dan fungsi Tim
Penpgerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga [TP-PKK)
Kabupalen Tanah Datar sebesar Rp2.854.012.400,00 atau 0,20%
dari Total Belanja Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah
tentang APBD Tahun Anggaran 2024, pada kegiatan emberdayaan
Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan
Desa dan Lembaga Adat Tingkat [Daerah Kabupaten/Kota sertla
Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya
Hukum Adal yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota.

Pemerintah Kabupaten Tanah Datar agar mengalokasikan anggaran
dalam rangka dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Tim
Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK)
Kabupaten Tanah Datar dalam Rancangan Peraturan Daerah
tentang APBD} Tahun Anggaran 2024 dengan mempriontaskan
melalul program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD sesuai
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah.

Pemerintah Kabupaten Tanah Datar harus konsisten untfuk
menyediakan alokasi anggaran gang memadal terhadap
dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK se¢bagaimana yang
ditegaskan pada butir E.2.ae Lampiran Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

. Penyediaan anggaran kegiatan dalam rangka peninglkatan efektifitas
tugas Ferum Koordinasi Pimpinan di Daerah [FORKOPIMDA)
Kabupaten Tanah Datar sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan
umum vang menjadi kewenangan Gubernur sebagai kepala
pemerintahan dan dilaksanakan oleh Bupati/Bupati di wilayah kerja
masing-masing sebesar Rp216.000.000,00 atau 0,02% dari total
Belanja Daerah yang diangparkan dalam kegiatan Perumusan
Kebijjakan Tecknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan
Ekonorni, Bosial dan Budaya di Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan
Pcnanggulangan Bencana Daerah.

Pemerintah Kabupaten Tanah Datar harus konsisten untuk
menyediakan alokasi anggaran dimaksud yang memadal
sebapaimana diamanatkan dalam butir E.3.ai4)i) Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023,
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Penyediaan Anggaran Hibah Forum Kerukunan Umat Beragama
(FKUB) dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar
tentang APBD  Tahun Anggaran 2024 dialokasikan  sebesar
Rpl.214.232.509,00 atau 0,09% dari total Belanja Daerah yang
dianggarkan dalam sub kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang
Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakier Bangsa,
Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah
Kebangsaan dan sub kegiatan Pembinaan Kerukunan Anlar Suku
dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna
Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lekal, Regional, dan Nasional
pada 11 {sebelas) Kecamatan.

Untuk memenuhi amanat Peraturan Bersama Menten Agama dan
Menteri Dalam Negeri Nomor € Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun
2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah Dalam Pemcliharaan Kerukunan Umat Beragama,
Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian
Rumah [Ibadah. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar harus
konsisten untuk menyediakan alokasi anggaran yang memadai
guna mendukung Pelaksanaan Tugas Kepala Dacrah/Wakil Kepala
Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama,
Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian
Rumah Ibadah yang dianggarkan pada perangkat daerah vang
melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan
politik melalui hibah sebagaimana amanat Surat Edaran Menteri
Dalam Negeri Nomor 903/6397/3J tanggal 25 November 2020
tentang Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang ditegaskan
juga pada butir E.3.ai.3)d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 15 Tahun 2023,

Penyediaan anggaran dalam rangka mendukung Percepatan
Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN} dalam
pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah Tahun Anggaran
2023 sebesar Rpd447.133.920.586 atau 96,33% dan total Belanja
Barang dan Jasa ditammbah Belanja Modal diluar Belanja Modal
Tanah sebesar Rp461.266.067.170 pada Rancangan Peraturan
Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024, Hal im sudah
mementthi amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Percepatan Peningkalan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan
Produk Usaha Mikro, Usaha Kecl, dan Koperaszi Dalam Rangka
Menvukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada
Pelaksanaan Penpgadaan Barang/Jasa Pemerintah, angka 3 yang
menyatakan bahwa Bupati/Bupati wajib merencanakan,
mengalokasikan, dan merealisasikan paling sedilat 40% (empat
puluh  persen) mlai  anggaran belamja barang/jasa untuk
menggunakan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dan
hasil produksi dalam negern.

Uniuk itu, Pemerinich Kabupalen Tanah Datar harus tenis
berkomitmen untuk mendukung dan menyukseskan Gerakan Nasional
Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa
di Pemnerintah Daerah sesuai dengan Surat Edaran Bersama Nomeor
(027 /1022/5.J dan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Gerakan Nasional
Bangga Buatan Indonesia pada pcngadaan barang/jasa di
lingkungan Pemerintah Daerah. Untuk itu agar Bupati Tanah Datar:

(&) melaksanakan pengadaan  barang/jasa sesual dengan
ketentuan Pasal 635, Pasal 66 dan Pasal 67 Peraturan Presiden
Nomor 12 Tahun 2021,
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(1) Pemerintah Daerah wajib menggunakan produk usaha
mikro, usaha kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam
negeri dengan mengalokasikan paling sedikit 40% {empat
puluh persen) dari nilai anggaran pengadaan barang/jasa
yang terdini atas belanja barang dan jasa serta belanja
modal di luar belanja modal tanah;

(2} Pemerintah Daerah wajib menggunakan produk dalam
negeri yang telah memiliki nilai Tingkal Komponen Dalam
Megeri {TKDN] ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan
(BMP) paling renndah 40% [ernpat pulub persen); dan

(3] memberikan preferensi harga pada pengadaan barang/jasa
dengan ketentuan diberikan terhadap barang yang memiliki
TKDN paling rendah 25% (dua puluh lima persen).

(b) meningkatkan jumlah transaksi belanja pengadaan barang/jasa
kepada Usaha Mikro dan Kecil [UMK) lokal yang tergabung
dengan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elcktronik
(PPMSE}/ Marketplace dalam Toko Daring vang dikelola ocieh
LKPP.

{c} meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola
pengadaan barang/jasa serta kemudahan dalam pengadaan
barang/jasa di Pemerintah Daerah agar lebih efektil dan ehsien
dengan:

(1) membentuk, mengelola dan/atau mengembangkan katalog
clektronik lokal;

(2) mencantumkan produk lekal dalam katalog elektronik lokal,

(3] melaksanakan E-purchasing melalui katalog elektronik
lokal untuk produk lokal yang ditetapkan sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

(4} melakukan perjanjian/perikatan melalui surat pesanan
dalam pelaksanaan E-purchasing.

7. Belanja Operasi

Penyediaan anggaran Belanja Operasi sebesar Rpl.106.305.230.202,00
atau 79,08% dari total Belaumja Daerah dalam Rancangan Peraturan
Dacrah Kabupaten Tanah Datar tentang APBD Tahun Anggaran 2024
sebesar Rpl.398.919.280.312,00, merupakan pengeluaran anggaran
untuk kegiatan sechar-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat
jangka pendek sebagaimana maksud Pasal 55 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 20149

Penyediaan anggaran belanja operasi yang antara lain tercantum pada
jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

Jumlah alokasi Belanja Pegawai scbesar Rp713.218.211.412,00 atau
50,98% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan
Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

Selanputnya fumlah  alokasi Belanja Pegawal diluar tambahan
penghasilan guru, turnjangan Khusus guru, tunjangan profest gurd dan
tunjungan segjenis Ilninnya yang bersumber dari TRKD yang telah
ditentukan penggqunaannya sebesar Rp607.591.400.412,00 atau 43%
dari total Belanja Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Tanah Datar tentang APBD Tahun Anggaran 2024,
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Belum memenuhl ketentuan alokasi belanja pegawal di luar
tunjungan guru yang dialokasikan melalui Tunjongan Kinerja Daerah
maksimal 30% (tiga puluh persen} dari total belanja APBD.
Dalam hal persentase Belanja Pegawai Daerah telah melebthi 30%
ftiga puiuh persen), Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi Belanja
Pegawai Daerah secara bertahap dalam waktu 5 flima) tahun,
sebagaimana ditegaskan pada butir C.3.a.1)f) Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023,

Penyediaan anggaran belanja pegawai yang antara lain tercantum
pada :

1} Belanja Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara [ASN)

Penyediaan anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan sebesar
Rp452.659.356.278,00 atau 32,36% dari total Belanja Daerah,
dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang
APBD Tahun Anggaran 2024 dengan memperhitungkan rencana
kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN (PNS dan PPPK) serta
pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya, kebutuhan
pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai Tahun 2024,
kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan
keluarga dan mutasi pegawal dengan memperhitungkan acress
yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari
jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan sesuai
maksud butir C.3.a.1}h) Lampiran Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

3] Penganggaran belanja Jaminan Keschatan, Jaminan Kecelakaan
Kerja, dan JJaminan Kematian yang antara lain tercanium pada :

a) Beclanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebesar Rp
21.071.747.809,00.

b} Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASBN  menjadi
sehesar Rp880.943.281,00.

¢} Belanja Turan Jaminan  Kematian  ASN  sebesar
Rp2.639.422.658,00.

d) Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH sebesar
Rp5.641.272,00.

g) Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH
sebesar Rpl15.128,00.

f} Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH sebesar
Rp345.348,00.

g) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD schesar
Rp30.232.901,00.

h) Belanja Jaminan Kecelakaan Kena DPRD  sebesar
Rp2.051.652,00.

i) Bclanja Jaminan Kematian DPRD sebesar Rp6.154.957,00.

Yang diperuntukkan bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan
Anggota DPRD serta ASN/PNS dan PPPK, dianggarkan dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar tentang
APBD Tahun Anggaran 2024 dengan mempedomani Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial, schagaimana dimaksud butir
C.3.a.1}h)(5) dan butir C.3.a.1}h}(6) Lampiran Peraturan Menteri
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Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 dan Peraturan Pemenntah
Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelaksan Kerja dan
Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur BSipil Negara,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan
Jaminan Kematian Bagl Pegawai Aparatur 3Sipil Negara.

Huak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, yang antara lain diuraikan pada :

a] Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebesar
Rpl2.626.479.105,00.

(1] Belanja Uang Representasi DPRD sebesar
Rp793.770.600,00,

(2] Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebesar
Rp1.150.967.398,00.

(3] Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan
Anggota DPRD sebesar Rp2.646.000.000,00.

(4] Belarja Tunjangan Eeses DPED sebesar
Rp661.500.000,00.

(5} Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota
DPRD sebesar Rp2.070.390.638,00.

i6) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD  sebesar
Rp4.608.000.000,00,

b} Belamja Dana Operasional Pimpinan DPRD  sebesar
Epll10.880.000,

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Tanah Datar tenlang APBD Tahun Anggaran 2024
dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun
2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daesrah
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional
sepanjang Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD serta Surat Edaran
Menteri Dalam Negeri NomorlB88.31/7808/5J perihal Penjelasan
terhadap lmplementasi Substansi Peraturan Pemerintah Nomor
18 Tahun 2017 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62
Tahun 2017 dengan tetap memperhatikan aspek efektifitas,
efisicnsi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasicnalitas
dalam penggunaan anggaran dimalcsud.

Beianja Penernimaan Lainnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala
[Daerah

Belama Dana Operasional KDH/WKDH schesar
Epl.123.4403.980,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah
tentang APBD Tahun Anggaran 2024, sesual dengan Pasal 9
ayal {2) hurufl { Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Walal Kepala
Daerah vang menegaskan bahwa biava penunjang operasional
Kepala Daerah Kabupaten/Kota dengan klasifikasi Pendapatan
Asli Daerah di atas 150 milyar dialokasikan yaitu paling rendah
sebesar Rp6o00.000.060,00 dan paling tinggi sebesar 0,15%.
Selanjuinya pengpgunaan penyediaan angparan tersebut harus
mempedomani Pasal 8 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 109
Tehun 2000 dan dalam pelaksanasnnya harus disesuaikan
dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah dirmaksud.
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5} Tambahan Penghasilan ASN

Penvediaan anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN
sebesar Rpl109.301.146.510,00 atau 7,81% dari total Belanja
Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah
Datar tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke
dalam rincian obyek belanja :

a)] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN
sebesar Rpl03.890.075.765,00.

b)] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja ASN
sebesar Rp3.330.382.928,00.

c] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profes1 Asn
sebesar Rp2.080.687.817,00.

6) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif
Lainnva ASN sebesar Rpl111.409.935.631,00.

Untuk poin 3} dan 6) dapat dianggarkan pada Rancangan Peraturan
Dacrah Kabupaten Tanah Datar tentang APBD Tahun Anggaran
2024 dengan memperhatikan aspek efektlifitas, efisiensi, kepatutan
dan kewajaran serta rasionalitas penggunaan anggaran dengan
mempedomani ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2019 dan butir D.16.a.1}j)(7) Lampiran Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023,

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dapat memberikan
Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) kepada pegawal Aparatur Sipil
Negara [ASN) daerah dengan memperhatikan juga kemampuan
keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD, yang
ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah serta berpedoman pada
Peraturan Pemerintah, dan dalam hal belum adanya Peraturan
Pemcrintah mengenai TPP, kepala daerah dapat memberikan TPP
bagi ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri,
dengan mempedomani butir C.3.a.1)h}[{7] Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023,

7] Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG] PNSD  sebesar
Rpl105.050.811.000,00.

8] Belanja Tamsil Guru PNSD sebesar Rp576.000.000,00.

Untuk poin 7) dan 8] dianggarkan dalam Rancangan Peraturan
Dacrah Kabupaten Tanah Datar tentang APBD Tahun Anggaran
2024 untuk Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan
Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di
Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran
2022 melalui DAK Non Fisik sebagaimana maksud butir
C.3.a.1)h){7)icHi.vii){iii] Lampiran Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 15 Tahun 2023, serta alokasi anggarannya untuk
disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangarn
yang berlaku.

S) Belanja Daerah yang diuraikan antara lain :

a) Belanja Insentif bersumber dari Pendapatan Pajak Daerah
sebesar Rpl.587.923.850,00 atau 5% dari total Pajak Daerah
dalarm Rancangan Peraturan Dacrah Kabupaten Tanah Datar
tentang APBD  Tahun Anggaran 2024 sebesar
Rp31.758.477.000,00 diuraikan sebagail berikut :

(1) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah
schesar Rp1.338.097.557,00.
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(2} Belanja Insentif bagy KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak
Dacrah sebesar Rp249.826.293,00.

b} Belanja Insentil bersumber dari Pendapatan Retribusi Daerah
sebesar Rp494 658.500.00 atau 5% dari total Retribusi
Daerah dalam Rancangan Peraturan [Jaerah Kabupaten
Tanah Datar tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar
Rp9.893.170.000,00 diuraikan sebagai berikut :

(1) Belanja Insentif bagn ASN atas Pemungutan Retribusi
Caerah sebesar Rp434.784 000,00

i2) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan
Rewnbusi Daerah sebesar Rp59.874.500,00.

Alokasi insentif atas pemungutan pajek daerah dan retribust
daeruh sudah sesuai Ketentuan yaitu paling tinggi 5% flima persen)
dan rencana penenmaan Pgjak Daerah dan Retrnibusi Daergh
sebagaimana ditegaskan pada ketentuan Pasal & ayat {1} hurul b
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemaniaalan Insentf Pemungutan Pajak Daerah
dan Retribusi Dacrah.

Selanjuitnya, sebagai umplementasi Pasal 58 Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan
Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak
Dacrah  bagi  Pejabat/PRNSD  yang melaksanakan  tugas
pemungutan Pajak Daerah atau pelavanan lainnya sesual
peraturan perundang-undangan diperhitungkan scbagat salah
satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan
pertimbangan  obyektif lainnya scbagaimana maksud  butir
C.2.a 1)t) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15
Tahun 2023,

10) Belanja Honorarium sebesar Rp6!.400.000,00 diuratkan ke
dalam sub rincian obyck Belanja Honoranum Pengadaan
Barang/Jasa,

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan  Dacrah
kabupaten Tanah Datar tentang APBD Tahun Anggaran 2024
dengan mempertimbangkan azas kepatutan kewajaran scrta
dalam pelaksanaannya harus dilakukan secaru selekul sesuai
dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam
rangka mencapai target Kinerja kegiatan dimaksud serta standar
satuan harga yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana
dimaksud Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Sclain itu pemberian honorarium tersebut agar mempedornani
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar
Harga Satuan Regional dan butic C.3.a.1Jh}{7)(c)ii.vili] Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023,
Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dilarang menganggarkan helanja
pegawal yang peruntukannya bagi tenaga non ASN, karena belanja
pegawai dianggarkan hanya untfuk ASN Daerah, PPPKD, Kepala
Duerah dan DPRD sebagaimana ditegaskan pada butir C.3.a.11h)(9)
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negen Komor 15 Tahun 2023,

Belanja Barang dan Jasa

Penvediaan anggaran Belanja Barang dan jasa menjadi sebesar Rp
340.797.541.148,00 atau 24% dan tolal belanja daerah dalam
Rancangan Peraturan Doacrah Kabupaten Tanah Datar tentang APBD
Tahun Anggaran 2024, harus digunakan uniuk menganggarkan
pengadaan barang/jasa yvang nilai manfaatnya kurang dari 12 [dua



-53-

belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau
dijual kepada masyarakat/pihalk lain dalam rangka melaksanakan
program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna
mencapal sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam
RPJMD/RPD pada SKPD terkait sebagaimana ditegaskan pada pasal
59 Peraturan Pemernntah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.3.a.2)a)
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Penyediaan anggaran belanja barang dan jasa yang antara lain
tercantum pada obyek belanja :

1) Belanja Barang scbesar Rp 64.153.258.019,00 yang antara lain
diuraikan pada Belanja Barang Pakai Habis sebesar Rp
63.631.457.594,00, antara lain diuraikan pada :

a) Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas sebesar Rp
7.341.252.966,00

a) Belanja Suku Csadang-Suku Cadang Alat Angkutan sebesar
Rp1.508.249.117.00.

b} Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
schbesar Rp5.964.713.125,00.

¢} Belanja Obat-Obatan-Obat sebesar Rp3.456.296.250,00.

dl Belanja  Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya  scbesar
Rpl1.914.824.250,00.

e) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat
sebesar Bp22.516.735.675,00.

fi Belanja Barang wuntuk Dijual/Diserabkan kepada Pihak
Ketiga /Pihak Lain sebesar Rpl.538.381.419,00,

gl Belanja Makanan dan  Minuman  Rapat  sebesar
Rp6.095.235.744,00.

h) Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu sebesar
Rp2.746.566.755,00.

ij Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan sebesar
Rpl.659.365.000,00.

Penganggarannya untuk disesuaikan dengan kebutuhan nyata
yang didasarkan atas volume pekerjaan serta memperhitungkan
estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2020 dengan
mempedomani Pasal 9 Peraturan Pemerintah Neomoer 27 Tahun
2014 dan Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19
Tahun 2016, sebagaimana maksud butir C.2.a.2)c)(l}ia)
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun
2023, serta memperhatikan aspek eflektifitas, efisiensi, kepatutan
dan kewajaran pernggunaan anggaran scbagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2016,

Untuk Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada
Masyarakat, harga yang dianggarkan untuk Barang/Jasa yang
nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dalam rangka
melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah guna
pencapalan sasaran prioritas daerah yang tlercantum dalam
RPIMD pada SKPD terkait dan dianggarkan sechesar harga
beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak
ketiga/pihak lainnya/masyarakat ditambah seluruh belanja yang
lerkadt  dengan  pengadaan/pembangunan barang dan jasa
sampai siap discrahkan sebagaimana diamanatkan butir
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C.3.a2)c)(l)b], butir C.3.a.2)c)(l)jc) dan butir C.3.a.2)ch){d)
Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023,

Belanja Jasa sebesar Rpl05.199.400.368.00 vang anlara lain
diuraikan :

a} Belanja .Jasa Kantor sebesar Rp72.973.438.560.00 vang
diuraikan antara lain :
(1} Honorarium Narasumber alau Pembahas, Moderator
Pembawa Acara, dan Panitia semula sebesar Pembawa
Acara, dan Panitia sebesar Rp7.391.812.000,00.

{2) Honorarium Tim Pclaksana Kegiatan dan Sekretanat Tim
Pelaksana Kegiatan sebesar Rp#74.045.000,00.

i3} Honorarium Rohaniwan sebesar Rp2.005.700.000.

i) Honorarium Tim Anggaran Pemermtah Daerah sebesar
Ep685.200.000,00.

Harus dibatasi penganggarannya dalam  Rancangan
Peraturan Dacrah Kabupaten Tanah Datar tentang APBD
Tahun Anggaran 2024 mempertimbangkan azas kepatutan
dan kewajaran dalam pencapalan sasaran program  dan
kegiatan, dan selanjuinyva dilakukan pengurangan jumloh
alokast anggaran tersebut di atas dengan mengurangn furmdah
orang/anggota tim maupun penyesudqian harga satuan sesudl
dengan  ketentuan peraturan  perundang-undangan.  serta
dalam rangka mencapai target kinena kegiatan dengan
mempedomani standar saluan harga yang diletapkan ocleh
Kepala Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 51 Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan memperhatikan
bahwa Belanja Jasa digunakan untuk menganggarkan
penpadaan  jasa vang  dibatasi serta  didasarkan pada
pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan
memiliki - peranan  dan  kontnbusi  nyata  terhadap
pelaksanaan sub kegiatan dan pencapaian target kinerjanya
schagaimana  ditegaskan  pada  butir  C.3.a.2)c)(2){ali.
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun
2023,

(5) Belanja Jasa Tenaga Pendidikan sebesar
Rp7.1521.800.000.00.
(b} Betanja Jasa Tenaga Kesehatan sebesar

Rpl.005.459.9158,00.

(7) Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum,
dan Perlindungan Masyarakat sebesar Rp850.762.400,00.

{8) Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kkebakaran dan
Penyelamatan schesar Rpl.888.392 000,00,

(¢) Belanta Jasa Tenaga Sumber Daya Air sebesar
Rp1.089.000.000,00.

{lO)Belanja .Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan
sebesar Rp4.468.820.000,00.

(l1l}Belanja Jasa Tenaga Adminislras] sebesar
Rp5.995.561.903,00.

(12}Belanja  Jasa Tenaga Pelayanan Umum  sebesar
Ep1.002 000.000,00.,

{13]Belanja .Jasa Tenaga Ahli sebesaur Rpl.070.875.000,00.
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i141Belanja Jasa Tenaga Kebwersihan sebesar
Rp5.555.227.185,00.

{13)Belanja Jasa Tenaga Keamanan sebesar Rpl 206,000,000,

il&)Bclanja Jasa Tenaga Keamanan sebesar
Rp2.333.994.910,00.

(17)Belanja Jasa Tenaga Supir sebesar Rp2.74 301,582,000,

Harus dibatasi dan dikurangt alokasinga dan agar diarahkan
untuk menjadi Pegawal dengan Perjanjian Kerjs dengan
mempedomani pasal 96 dan 99 Peraturan Pemenntah Nomaor
44 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawal Pemerintah
dengan Perjanjian Kerja yang mencgaskan bahwa Pejabat
Pemnbina Kepegawaian (PPK) dan pejabat lain di lingkungan
instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non PNS
dan/atau non PPPK untuk mengisi jabatan ASN. Dan bagi
pegawai non PNS yang bertugas pada instansi pemerintah
termasuk  badan  layanan umum daerah sebelum
diundangkan peraturan pemerinlah ini masih tetap
melaksanakan tugas paling lama 5 (lima} tahun dan dalam
Jjangka waktu paling lama 3 {lima} tahun tlersebut dapat
diangkat menjadi PPPK  apabila memenuhi  persyaratan
schagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.
Terhadap pengisian jabatan pelaksana di lingkungan instansi
pemerintah tersebut harus memperhatikan juga Peraturan
Menteri Pendayvagunaan Aparatur Negara dan  Reformasi
Birckrasi Nomor 41 Tahun 2018 lentang Nomenklatur
Jabatan Pelaksanaan Bagl Pegawal Negern Sypil di
Lingkungan instansi Pemerintah.

Apabila peruntukkannya untuk mengakomodir pengangkatan
baru bagi pegawai non PNS dan/ atau non PPPK untuk mengisi
jabatan pelaksana ASN sebagaimang disebutkan di atas,
maka  Pemerintah  Kabupaten Tanah  Datar tidak
diperkenankan untuk mengalokasikan anggaran tersebut
dan harus dialihkan untuk memenuhi kebutuhan atokasi SPM
dan alokus belanju yoang diwapbkan lainnya yang belum
terpenuhi sesuat Ketentuan peraturan perundang-undangan.

i 18IBelanja Jasa Penyelenggaraan Acara schesar
Rp3.407 466 166,00,

{19)Belanja Tagihan Air sebesar Rp810.460.000,00,
(20)Belanja Tagihan Listrik sebesar Rpl14.602.858.634,00.

(21)Belanja Kawat /Faksimili/Internet/TV  Berlangganan
sebesar Rpl.897 .676.300,00.

Penganggarannya agar discsuaikan dengan kebutuhan yang
didasarkan atas pelaksanaan lugas dan fungsi SKPD, jumlah
pegawa dan volume pekerjaan dengan tetap memperhatikan
aspek efektifitas, efisiensi kewajaran dan kepalulan serta
penghematan penggunaan anggaran scsuai dengan maksud
Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2016
sebaganimana  ditegaskan pada  butir  C.3.a.2)c)i2)(a)it
Lampiran Peraluran Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun
2023,

(22)Belanja Lembur sebesar Rpl. 159.396.900,00.

Karcna TPP merupakan hasil realokasi anggaran belanja
pegawal dalam APBD, antara lain uang lembur dan/atau
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kompensasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-
undangan vang diterima pegawali ASN  pada TA
sebelumnya. untuk itu harus dibatasi alokasinya
mempertimbangkan azas kepatutan dan Kewajaran
dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan, dan
sclanjutnya dilakukan pengurangan jumlah  alokas!
anggaran lersebut di atas dengan mengurangi jumlah
orang maupun penvosuaian harga satuan sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dalam
rangha mencapal  target  kinerja  kegiatan  dengan
mempedomani standar satuan harga yang ditetapkan
oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 51
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan
memperhatikan bahwa Belanja Jasa digunakan untuk
mengangearkan pengadaan jasa yang dibatasi serta
didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya
dalam sub kegiatan memiliki peranan dan koninbusi
nvata  terhadap pelaksanaan sub kegiatan  dan
pencapaian target kinerjanya.

b} Belanja luran Jaminan /Asuransi scbuesar Rp
27.875.244.021.00 yang diuraikan :

(1)

(2)

(3

Belanja Kontribusi Jaminan heschatan bagl PBl schesar
Rp24.155.577.600,00.

Belanja Juran Jaminan Kesehatan bag Peserta PRPU dan
BP kelas 3 sebesar Rpl.652.011.200,00,

Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Tanah Datar dalam rangka mewujudkan
Universal Health Coverage (UHC) guna terscelenggaranya
Jjaminan kesehatan bagli seluruh penduduk, di luar
peserta penernima bantuan iuran vang bersumber dar
APBN sesual dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, yang dianggarkan pada SKPD vang
menangani  urusan  kesehatan pemberi  pelavanan
keschatan, Selanjutnya, Pemenntah Kabupaten Tanah
Datar tidak diperkenankan mengelela sendiri (sebagian
atau seluruhnyaj Jaminan Kesehatan Dacrahnya dengan
manfaat vang sama dengan Jaminan Kesehatan Nasional,
termasuk  mengelola  sebagian  Jaminan  Kesehatan
Daerahnya dengan skema ganda sebagaimana dimaksud
butir D.16.a.2)ci2)ibliv.i) dan butir 12, 16.a.2)c)(2]{b)v.viii)
Lampiran Peraturan Mentern Dalam Negeri Nomor 15
Tahun 2023.

Belanja [uran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan
Perangkat Desa scbesar Rp210.0000.000,60.

Perindungan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan
kematian bagn Non ASN mengikuti ketentuan pada
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang
Penyvelenggarasan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan
Jaminan  Kematian sebagaimana diubah  dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun
2015.

Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN dapat
dianggarkan dalam  Rancangan Peraturan Dacrah
kabupaten Tanah Datar tentang APBD Tahun Anggaran
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2024 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40
Tahun 2004 tcntang Sistem Jaminan Sosial Nasional,
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Presiden Nomor
109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepeseriaan
Program .Jaminan Sosiai, [nstruksi Presiden Nomor 2
Tahun 2021 lentang Cpumalisasi Pelaksanaan Program
Jaminan Sosial Ketenagakerjuan sebagaimana dimaksud
butir C.3.a.2)c){2}ib) Lampiran Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 15 Tahun 2023,

Penvediaan anggaran vang tercantum pada :

i1} Belanja Sewa  Peralatan  dan Mesin schesar
Ep827.963.500.00.

(2) Belanja  Sewa  Gedung dan  Bangunan  schesar
Rpl1.472.028.787,00.

Drapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah

Kabupaten Tanah Datar tentang APBD Tahun Anggaran 2024,

dan discsuaikan dengan kebutuhan pada masing-masing

kegialan dengan memprioritaskan terlebih dahulu penggunaan

barang milik daerah.

Selanjutnya, apabila tidak terdapat barang milik daecrah
terkait maka penganggaran dan pelaksanaan kegiatan
dimaksud tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi,
kepalulan dan kewajaran serta penghemalan penggunaan
anggaran sebagaimana maksud dalam Pasal 3 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Selanjuinya, selisih lebih dan efisiensi penyediaan anggaran
tersebut dialihkan pada jenis Belanja Modal dalam rangka
peningkatan kuantutas dan kualitas fasilitas aset daerah
dengan didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang
milik  daerah yang disusun dengan memperhatikan
kebutuhan serta ketersediaan barang milik dacrah yang ada.
Perencanaan kebutuhan barang miulik daerah dimaksud
berpedoman  pada  standar  barang, standar  kebutuhan
dan/atau standar harga sesual amanat Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, scbhagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020
dan Peraturan Menter Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016,

Belanja Kursus/Pelatihan, Sostalisasi, Bimbingan Teknis
serta Pendidikan dan Pelatihan sebesar Rpl.301.740.000,00.

Dapat dianpggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Tanah Datar tentang APBD Tahun Anggaran 2024,
dengan tetap memperhalikan aspek elektilitas, efisiensi,
kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan
anpggaran, mengingat untuk menghadiri pendidikan dan
pelatihan, bimbingan teknis atau scjenisnya yang terkait
dengan pengembangan kapasitas sumber dava manusia bagi
Pejabat Daerah dan Staf Pemerintah Dacrah, Pimpinan dan
Anggota DPRD serta unsur lainnyva seperti tenaga ahli
diprioritaskan untuk disclenggarakan di Kabupaten Tanah
Datar.

Selanjutnya, dalam hal pendidikan dan pelatihan, bimbingan
teknis alau sejenisiya tersebut diselenggarakan di luar
daerah harus dilakukan secara sungat selektil dengan
mempertimbangkan  aspek- aspek urgensi, kualitas
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penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber,
kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara scrta
manfaat vang diperoleh dari kehadiran dalam pendidikan
dan pelatihan, bimbingan teknis atau sgjemsnya guna
efektifitas penggunaan anggaran daerah.

Belanja Pemcliharaan sebesar Rp5.756.586.590 yang diuraikan
pada :

a] Belanja Pemeliharaan Tanah sebesar Rp12.000.000,00,

b) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar
Rp2.120.694.6656,00.

¢} Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar
Rp!2.226.191.942,00.

d) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar
Rp2.493.294.449,00.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Tanah Datar tentang AFPBD Tahun Anggaran 2024,
sesual dengan kewenangan dan tetap memperhatikan aspek
efektifitas, cfisiensi, kepatutan dan  kcwajaran  serta
penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan
kebutuhan nyata pada masing- masing kegiatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat {1} Peraturan Pemeriniah Nomor
12 Tahun 2019,

Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada
dalam penguasaan pengelola barang, pengpguna barang atau
kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan
pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46
avat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pcdoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta butir
C.3.a.2)c)(3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15
Tahun 2023,

Belania Perjalanan Dinas sebesar Rp66.118.987.370,00 yang
diuraikan atas:

a] Belanja Perjalanan Dinas Dalam  Negeri  sebesar
Rp65.868.987.370,00.

bl Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri sebesar Rp250.000.000.

Dalam penganggaran Belanja  Perjalanan Dinas harus
memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya
riil dan pengalokasian pada kode rekening yang sesuai dengan
maksud dari Belanja Perjalanan Dinas yang akan dibayarkan.
Selanjutnya harus dirasionatkan dan dikurangi jumlah
anggarannya dengan memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi,
kepatutan dan kcwajaran serta disesuaikan dengan capaian
targel kinerja kegiatan. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar agar
menghitung kembali alokasi Belanja Perjalanan Dinas dengan
membatasi han, jumiah orang dun capaian Kinerja perjalanan
dinas dimaksud, schingga relevan dengan substansi kebijakan
pemerintah daerah dan hasilnya dilaporkan secara transparan
dan akuntabel sesual peraturan perundang-undangan.
Selanjutnya penganggaran belanja perjalanan dinas haras
memperhatikan butir C.3.a.2)c){4) Lampiran Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023,
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Selanjutnya, hasil rasionalisasi sebagaimana dimaksud dialihkan
untuk mendanai Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas
sebagaimana lercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS yang
menunjang pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun
2024 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten
Tanah Datar untuk memenuhi alckasi anggaran penguatan
pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah
Daerah Kabupaten Tanah Datar sekurang-kurangnya 1% (satu
persen) dari total belanja daerah (diluar gaji dan tunjangani,
untuk memenuhi alokasi anggaran untuk pendidikan dan
pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi
penyelenggara Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,16% (nol
koma enam belas persen) dari total belanja daerah, serta untuk
memenuhi alokasi hibah untuk KPU dan Bawaslu terkait
penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada serentak.

Selanjutnya, anggaran Belanja Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri
agar tidak dianggarkan padu Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Tanah Datar tentang APBD Tahun Anggaran 2024
kecuall hanya untuk kegiatan yang bersifut urgent dan
mendesak bagl kepentingan Pemerintah Daerah Kabupaten
Tanah Datar, antara lain telah memiliki perjanfian Kerja sama
antara Pemennlah Daerah Kabupaten Tanah Datar dengan pihak
luar negeri dan dalam pelaksanagannya juga harus berpedoman
pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan
Dinas Ke Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negen
Bagi Aparatur Sipil Negara Kementeriun Dalam Negeri dan
Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dun Wakil Kepala Daerah,
Pimpinun dan Anggota DPRD.

Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak
Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat scbesar Rp4.581.018.900,00
yang diuraikan pada Belanja Uang vang Diberikan kepada Pihak
Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.

Dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektifitas,
efisicnsi, kepatutan dan kewajaran serta penghcmatan
penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata
pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019,

Penyediaan anggaran hanya untuk pemberian hadiah pada
kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu
prestasi, beasiswa kepada masyarakat, penanganan dampak
sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik
Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek
strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau
TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana
dimaksud dalam butir C.3.a.2)c}(5) Lampiran Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023,

Penyediaan anggaran yang tercantum pada :

1)
2)

3)

Belanja Barang dan Jasa BOS sebesar Rp33.778.257.252,00.

Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS  sebesar
Rp7.251.000.246,00,

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS  sebesar
Rp3.295.342.502,00.
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Alokasi Belanja BOS sebesar Rp44.324.600.000,00 sama dengan
alokasi target DAK Non Fisik BOS5 pada Rancangan Peraturan
Daecrah hkabupaten Tanah Datar tentang APBD Tahun Anggaran
2024 scbesar Rp44.324.600.000,00, sesual maksud Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelalaan
Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah dan
butir C.2.b.4)a}id}(e)ii. Lampiran Peraturan Mentenz Dalam Negen
Nomor 15 Tahun 2023,

Penvedizan anggaran yang tercantum pada :
1) Belanja Pegawai BLUD schesar Rp25.499.064.538,00.
21 Belama Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp50.114.438.182,00.

3) Belanja Modal  Peralatan dan  Mesin  BLUD  schesar
Rp4.324.316.183,00.

1) Brlanja Modal Gedung dan  Bangunan BLUD  schesar
Ep>04.044.097,00,

5] Belanja Modai Jalan, Janngan, dan [rigasi BLUD scbhesar
Rp1G.000.000.00.

&) Belanja Belanmja Modal  Aset Lainnya BLUD  scbesar
Epl85.492.000.00.

Belanja BLUD scbesar Rp80.637.355.000,00 sama dongan target
Pendapatan BLUD yang dialokasikan pada Rancangan Peraturan
Daerah  tentang  APBD Tahun  Anggaran 2024 scbesar
Rp80.637.355.000,00. Sesuai dengan maksud Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, dimana Pendapatan BLUD
dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai RAB
yvang dikonsolidasikan ke dalam APBD dalam jenis Pendapatan Lain-
lain PAD Yang 5ah. serta Belamja BLUD vang sumber dananya
berasal dan Pendapatan BLUD dan SILPA BLUD,
diintegrasikan/dikonsolidasikan kedalamm RKkA SKPD pada akun
belanja dacrabh yang selanjutnya, dirinc dalam 1 {satu) program, 1
(satu] kegiatan, 1 (satu] sub kegiatan dan jenis belanja, serta
dialokasikan  untuk membiayai program penunjang  urusan
Pemerintah Daerah, kegiantan peningkatan pelayanan BLUD, sub
kegiatan pelayanan dan pendukung pelavanan BLUD.

Penyedizan angparan yang tercantum pada Belanjs Hibah sebesar
Rp47.765.677.820,00 pada Rancangan Peraturan Dacrah tentang
APBD Tahun Anggaran 2024, vang diuratkan antara lain pada :

1} Belanja Hibazh kepada Pemerintah Pusat sebesar
Rp28.999.265.100,00.

2) Belanpa Hibah  kepada  Badan, Lembaga,  Organisasi
Kemasyarakatan yanp Berbadan Hukum Indonesia sebesar
Rpl17.922 800.000,00.

3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela
dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar
sebesar Rp9.054.300.000,00,

4) Brlanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarcla
Bersifat Scsial Kemasyarakatan sebesar Rp7.718.500.000,00.

5] Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partal Politik sebesar
Rp#43.612.720,00,

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Tanah Datar tentang APBD  Tahun Anggaran 2024 dengan
mempedomani Pasal 298 avat (4) dan ayat (D) Undang-Undang
Nomer 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa hkali
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terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang,
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah
dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangun Daerah, kecuali ditentukan
lzin oleh peraturan perundang-undangan.

Selanjutnyva, dalam hal Pemerintah Kabupaten Tanah Datar telah
memprioritaskan pemenuhan belanja untuk mendanai urusan
Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemcrintahan Pilihan yang
diwajibkan ocleh peraturan perundang-undangan sesuai dengan
kewenangan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar serta untuk
mendanai program dan kegiatan prioritas yang terkait langsung
dengan pelayanan dasar masyarakat dimaksud, penyediaan alokasi
belanja hibah dan bantuan sosial dapat dianggarkan sepanfang
telah memenuhi persyaratan dalam rangka menunjang
pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai
urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung
terselenggaranya fungsi pemerinizhan, pembangunan dan
kemasyarakatan dan juga bertujuan untuk melindungi dan
kemungkinan terjadinya resiko sosial, sebagaimana maksud Pasal
298 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang, Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Pemcrintah
Nomor 12 Tahun 2019 serta butir C.3.a.5) Lampiran Peraturan
Menten Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Namun apabila masih terdapat alokas! pelaksanaan urusan
pemerintahan wajib diantaranya terkait pelayanan dasar
dalam rangka pemenuhan SPM belum tersedia secara memadai
{dimana alokasi total anggaran untuk pemenuhan SPM di
Kabupaten Tanah Datar baru sebesar Rp80.645.366.463,00
atau 6,41% dari total belanja daerah dalam Rancangan
Peraturan Daerah tentang AFBD Tahun Anggaran 2024), maka
Pemerintah EKabupaten Tanah Datar wafib mengalihkan
alokasi Belanja Hibah tersebut untuk pemenuhan Belanjo
Urusan Pemerintahan Wajlh terkait SPM tersebut, sebagaimana
ditegaskan pada pasal 11 ayat (3} dan pasal I8 Undang:
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganiti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Clpta
Kerfa merjadi Undang-Undang.

Pelaksanaan dan pertanggungawabannya terhadap belanja hibah
tersebut harus dijamin efektifitas kebenaran tujuan dari penyediaan
anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi dan
rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah berkenaan dan
pertimbangan TAPD, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat
sasaran dan tepat jumlah. Selanjutnya, alokasi anggaran belanja
hibah dan bantuan sosial yang sifatnya menjadi urusan pemerintah
dacrah dianggarkan pada masing-masing S8KPD, sedangkan belanja
hibah dan bantuan sosial yang sifatnya bukan menjadi urusan
pemnerintah dacrah dianggarkan pada SKPD Sekretariat Daerah.
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Khusus untuk pagu anggaran belanja hibah juga harus
mempedomani pagu anggaran belanfa hibah yang tercantum
pada kelompok Belanja Operasi dalam Perubahan KUA-FPPAS.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja
Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar
Rp843.612.720,00 atau 0,06% dari total belanja daerah dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar tentang APBD
Tahun Anggaran 2024, harus mempedomani Peraturan Pemerintah
Nomor 5 Tahun 2016 teniang Bantuan Keuangan kepada Partai
Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Permerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang
Bantuan Keuangan kepada Parlai Politik dan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tatacara Penghitungan,
Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan,
Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan
Keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud butir C.3.a.5)d)i7)
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023,

Dalam rangka menindaklanjuti Sural Mentenn Dalam Negeri Nomor
900.1.9.1/435/3J tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupali dan Wakil Bupati serta Walikota dan
Wakil Walikota Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2023, maka
Femerintah Kabupaten Tanah Datar agar memastikan tersedianya
alokasi anggaran untuk Hibah Pemilihan Umum dan Pemilihan
Kepala Daerah serentak kepada Kemisi Pemilihan Umum (KPU) dan
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebanyak 40% dani seluruh
kebutuhan di APBD Tahun Anggaran 2023 dan 60% sisanya
dialokasikan pada APBD Tahun Anggaran 2024.

Dalam Lampiran I Peraturan Bupati Tanah Datar tentang
Penjabaran APBD TA. 2024, tercantum besar alokasi Belanja Hibah
untuk KPU Kabupaten Tanah Dalar sebesar Rpl5.900.000.000,00
atau 60,009 dari totai NPHD sebesar Rp26.500.000.000 dan
Bawaslu Kabupaten Tanah Dalar sebesar Rp7.504.614.600,00 atau
60,00% dari total NPHD sebesar Rp12.507.691.000,00.

Untuk menjamin ketersediaan anggaran untuk penyelenggargan
tahapan-tahapan Pemilu/ Pemilukada serentak di Kabupaten Tanah
Datar Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar sudah
memenuhi alokasi hibah kepada KPU dan Bawaslu Kabupaten
Tanah Datar sebesar sisa total kebutuhan pada APBD TA 2024 in,
sesuai NPHD yang telah ditanda tangani oleh Kepala Daerah dan
Pimpinan KPU serta Buwaslu Kabupaten Tanah Datar.

8. Belanja Modal

Penyediaan anggaran Belanja Modal sebesar Rpl23.531.032.005,00
atau 8,83% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Tanah Datar tentang APBD Tahun Anggaran 2024,
harus diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan
sarana dan prasarana yang terkailt langsung dengan peningkatan
pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah,
sebagaimana dimaksud butlr D.16.b.4)a) Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Penganggaran Belanja Modal tersebut digunakan untuk pengeluaran
yvang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan asct lainnya
vang memenuhi kriteria mempunyai masa manlizat lebih dari 12 (dua
belas) bulan, digunakan datam kegiatan pemerintahan daerah, dan
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melewati batas minimal kapitalizsasi aset dengan mempedomani Pasat 64
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, dan butir C.3.b.1},
C.3.5.2) dan butir €.3.b.3} Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 15 Tahun 2023,

Peniganggaran pengadaan Barang Milik Dacrah (BMD) dilakukan sesuai
dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan
prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil dan
akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri. Selanjutnya,
perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu
dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk
kebutuhan barang rmilik daerah yang baru {new initialive} dan angka
dasar fhuseline] serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutiuhan
barang rmilik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang,
standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar
kebutuhan oleh Bupati Tanah Datar sesuai amanat Pasal 9 Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Pasal 20 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 1% Tahun 2016, scbagaimana maksud butir
C.3.0.7), C.3.0.8), C.3.0.9} dan €.3.b.10) Lampiran Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023,

Dalam hal pelaksanaan pengadaan barang milik daerah terdapat
perubahan kontrak mengakibatkan penambahan nilai kontrak,
perubahan kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan nilai
kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh per seratus) dari harga yvang
tercantum dalam Kontrak awal, sebagaimana diamanatkan Pasal 34
ayat (2] Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018,

Penyediaan anggaran belanja Modal yang antara lain tercantum pada :

a. Belanja Modal Tanah sebesar Rp2.232.007.453,00 yang diuraikan
pada Belanja Modal Tanah Persil Lainnya.

Dapal diangparkan dalam Rancangan Peraluran Daerah Kabupaten
Tanah Datar tentang APBD Tahun Anggaran 2022, ddengan tetap
mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk
Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang
Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012
tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan
untuk Kepentingan Umurm, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor
72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk
Kepentingan Umum yang bersumber dari APBD sebagaimana
dimaksud butir C.2.s.2)h) dan C.2.5.2]i) Lampiran Peraturan Mentert
Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023,

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp2b.389.48]1.659,00
yang diuraikan ke dalam belanja antara lain :

1] Belanja Modal Alat Angkutan sebesar Rp4.637.449 975,00.
2] Belanja Modal Alat Pertanian sebesar Rpl.973.645.825,00.

3) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar
Rp2.290.967.430,00.

4] Belanja Modal Komputer sebesar Rpl.378.107.000,00.

¢. Bclanja Medal Gedung dan Bangunan scbhesar Rpl7.317.773.096,00
yvang diuraikan ke dalam belanja :

1) Belanja Modal Bangunan Gedung sebesar Rp15.795.728.999,00.
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2) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol / Pasti sebesar
REpl.018.000.000,00.

d. Belanja  Modal  Jalan, Jaringan  dan  Irigasi  sebesar
Rp74.210.435.295,00 yvang diuraikan ke dalam rincian obyek :
1] Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebesar

Rp6H2.726.487.000,00.
2} Belanja Modal Bangunan Air sebesar Rpl10.555.597 .545,00.
3) Belanja Modal Instalasi sebesar Rp596.150,750,00.
4] Belanja Modal Janingan sebesar Rp322.200.000,00.
e. Belanja Modal Asct Tetap Lainnya sebesar Rp3.405.342.502,00,

Dapat dianggarkan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset
lainnya yvang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lchih dari
12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan Pemerintahan
Daerah, dan batas minimal kapitalisasi aset sesual kewenangan
Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, sebagaimana maksud Pasal 282
Undang-Undang Nemor 23 Tahun 2014 dan Pasal &4 Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2015,

Penganggaran belanja modal dilakukan sesuat dengan Kewenangan
dan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan
prinsip efisiensi, efeletif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan
akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri. Selanjutnya,
penganggaran pengadaan barang milbk daerah didasarkan pada
Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) vang disusun
dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi
SKPD serta ketcrsediaan barang milik daerah yang ada.

Pemerintah Kabupaten Tanoh Datar fidak  diperkenankan
menganggarkan pengadaan/pembangunan yang tidak tercatat pada
RKBMD dan tidak merupakun kewenangan daerah, dan selanjuthya
agar dialithkan pada program kegiatan pnoritas daerah.

Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya
jupga harus scsuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja
Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menten
Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan
Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun
2006 tentang Standarsasi  Sarana dan  Prasarana Kerja
Pemerintahan Daerah, sebagaimana maksud butir C.3.b.4)
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023,

Sclanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada:

a. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan  sebesar
Epl.124.637.000,00.

b. Belanja Modal Alat Laboratorium sebesar Rp2.059.640.000,00.

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Tanah Datar tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan dalam
pengadaannya harus memperhatikan kualitas dan manfaat Alat-Alat
kedokteran dan laboratorium tersebut dengan harpga yang kompetitif
dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus
tersedianya pelayanan purna jual untuk keberlangsungan operasional
peralatan dimaksud dan kepastian dalam pelayanan kepada masyaraicat.
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Belanja Tidak Terduga

Penyediaan anggaran Belanja Tidak Terduga sebesar RplQ.000.000.000
atau 0.54% dari total Belanja Daerah dalam Rarncangan Peraturan
Dacrah Kabupaten Tanah Datar tentang APBD Tahun Anggaran 2024,

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Tanah Datar tentang APBD Tahun Anggaran 2024 namun jumlah
alokasinya perlu untuk dihitung kembali dan nominalnya disesuaikan
dengan proyeksi kebutuhan yang dihitung secara rasional dengan
mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2022 dan 2023 dan
kemungkinan adanyva kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat
diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah,
serta amanat peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud
Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
serta butir C.3.e. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15
Tahun 2023.

Belanja Transfer

Penyediaan anggaran Belanja Transfer sebesar Rpl55.083.018.114,00
atau 11,37% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Tanah Datar tentang APBD Tahun Anggaran 2024,
vang diuraikan sebagai berikut:

a. Belanja Bagi Hasil sebesar Rp5.140.457.614,00 atau 12,34% dari
lotal Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar tentang APBD Tahun
Anggaran 2024 sebesar Rp41.651.647.000,00 diuraikan dengan
rincian obyek :

1] Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan
Kabupaten/Kota dan Desa sebesar Rp4.071.486.814.00, yvang
diuraikan ke dalam rincian obyek Belanja Bagi Hasil Pajak
Daerah Kepada Pemerintahan Desa atau 12,82% dari total Pajak
Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah
Datar tentang APBD  Tahun  Anggaran 2024 sebesar
Rp31.758.477.000,00.

2| Bclanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan
Kabupaten/Keta dan Desa sebesar Rpl.068.970.800,00 yang
diuraikan ke dalam nincian obyek Belanja Bagi Hasil Retribusi
Daerah Kabupalen/Kota Kepada Pemerintahan Desa atau
10,81% dan total Retribusi Daerah dalam Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Tanah Datar tentang APBD Tahun Anggaran
2024 sebesar Rp9.893.170.000,00.

Pemerintah Kabupaten Tanah Datar sudah mengalokasikan
anggaran untuk belania bag hasil kepada desa, dimana besaran
alckasi dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan pajak
daecrah dan retribusi daerah Kabupaten Tanah Datar dimaksud
dianggarkan secara bruto sebagaimana ditegaskan pada Pasal 24
ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir
D.16.4.2)a)(8) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15
Tahun 2023.

b. Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rpl153.942.560.500,00 atau
11% dari total Belanja Daerah dalam Rancangan Peraturan Dacrah
Kabupaten Tanah Datar lentang APBD Tahun Anggaran 2024 yang
diuraikan vang diuraikan ke dalam rincian obyek Belanja Bantuan
Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa
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termasuk di dalamnya Dana Desa dam APBN  sebesar
Rp71.966.200.000,00, schingga alokasi Belanja Bantuan Keuangan
Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebesar
KEp&1.9¥6.360.500,00.

Jumlah alokasi Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa yang
dialokasikan tersebut sudah memenuhi ketentuan pasal 72 ayat (4)
dan ayat (6} Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Alokasi
Dana Desa untuk Pemerintah Desa paling sedikit 10% dari dari DTU
(DAU dan DBH) vang diterima oleh kabupaten/kota yang memiliki
desa dalam APBD Ta 2023 tidak termasuk DBH-CHT, DBH-SDA
Kehutanan Dana Reboizsasi, dan Tambahan DBH Minyak dan Gas
Burmi dalam rangka otoenomi khusus sebagaimana diatur dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar
Rp705.071.767.000,00¢ yaitu sebesar Rp¥(.907.176.700,00.

Untuk ilu, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar agar konsisten untuk
menganggarkan alokasi Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa
sebagaimana amanat ketentuan peraturan perundang-undangan,
sebagaimana ditegaskan pada butir C3.4.2)b}8), (.3.d.2/b)fY),
C.3.d.2jbjf10}, C.3.4.2)bjf11} dan butir CJ3.d.2/b)fi2) Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

D. Kebijakan Pembiayaan

Penvediaan alokasi pembiayaan dacrah dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Tanah Datar tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar
Rp93.841.911.572,00, sebagaimana Tabel 11 sebagai berikut:
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Berdasarkan tabel sebagaimanz di atas, kebijakan pembiayazn daerah
dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar tentang APBD
Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

1. Penerimaan daerah yang dianggarkan dalam APBD harus merupakan
renicana penerimaan daerah yang terukur secara rasional vang dapat
dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada
ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pengeluaran daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana
pengeluaran daerah sesual dengan kepastian lersedianya dana atas
penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup.

Pembiayaan Daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar
kembalh danj/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada
tahun anggaran yang bersanghkutan maupun pada tahun-tahun anggaran
berikutnya, yang terdiri Penerimaan Pembiayaan.

Dalam rancangan Rancangan Peraluran Daerah Kabupaten Tanah Datar
tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan penerimaan pembiayaan
sebesar Rp82.726.995.064. Penerimaan pembiayaan tersebut merupakan
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya.

Penganggaran SIiLPA tersebut harus didasarkan pada penghitungan
dengan cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan
realisasl anggaran Tahun Anggaran 2023 dalam rangka
menghindari kemungkinan adanya pengeiuaran pada Tahun
Anggaran 2024 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya
SILPA yang direncanakan sebagaimana ditegaskan pada butir
C.4.a.2)a)(l}) Lampiran Peraturan Menterl Dalam Negeri Nomor 135
Tahun 2023,

Dalam hal terdapal SiLPA yang telah ditentukan penggunaannya
berdasarkan peraturan perundang-undangan pada tahun  anggaran
sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Tanah Dalar wajib menganggarkan
SiLPA dimaksud sesual penggunaannya sebagaimana maksud butir
(C.4.a.2Ja}{3} Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun
2023.

Dalam hal SiLPA daerah tinggl dan kinerja layanan tinggi, SiLPA dapat
diinvestasikan dan/atau digunakan untuk pembentukkan Dana Abadi
Daerah sesuai dengan ketentuan peraluran perundang-undangan dengan
memperhatikan kebutuhan yang menjadi prioritas daerah yang harus
dipenuhi sebagaimana maksud butir C.4.0.2)a)f4} Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomeor 15 Tahun 2023,

Serta dalam hal SiLPA daerah tinggi dan kinerja layanan rendah,
Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dapat mengarahkan penggunaan SiLPA
dimaksud untuk belanja infrastruktur pelayanan publik dacrah yang
berorientasi pads pembangunan ekonomi daerah sebagaimana maksud
butir C.4.a.2ja){3J(6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15
Tahun 2023,

IV. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APED DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN
RKPD SERTA KUA DAN PPAS

A. Kesesuaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Ranperda dan
Ranperkada dengan Perubahan RKPD

Jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan serta plafon anggarannya
dalam RKPD, KUA dan PPAS, serta Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
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Tanah Datar tentang APBD Tahun Anggaran 2024 scbagaimana Tabel 12
sebagai berikut :
Tabel 12

Kesesuaian Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan serta Plafon
Anggaran Ranperda APBD TA. 2024 dengan RKPD dan KUA-PPAS

! Mo Extaraogen RFJMD P - RKFD ! P - HUA-PPAS P- APBD
l. pJumlah Program X2 program L% g ongeram ’ 13 program . 1.2 program
2. |Mumlah Krgatae zﬁﬁ.krgmtan 235 ke pwtun 23 krgalan
2. [Jumlah Sule Kepatao 705 Sub kegatan TS Hul e geeLtan T Sub ke @rian
4. ﬁ;::ha:]r;l;m 1.314 ??H-."I-El-—'l-.r.l"ﬂ.!.ji»i 1537 200,367 B8A7 . L. 345,435, 480 2739, 0 | 1004, D LD A0, 321,00

Jumlah program sebanyak 135, jumlah kegiatan sebanyak 254 dan jumlah
sub kegiatan sebanyak 703 pada Rancangan Peraturan Dacrah Kabupaten
Tanah Datar tentang APBD TA. 2024 belum sesuai dengan jumlah program
dan kegiatan dalam RKPD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024,

Terkait dengan hal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Tanah Datur
hanya diperkenankan melakukan penambahan program, Kegiatan dan sub
kegiatan antara RKPD, KUA-PPAS dan Rancangan APBD  sepanjang
memenuhi kntena darurat atau mendesak sesual ketentugn peraturan
perundang-undangan, sebagaimana difeguskan pada pasal 23 ayat (2
Pergturan Pemerintah Nomor 12 Tahurn 2019 dan Bab [II hunif A angka 2
huruf b dan ¢ Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020.

. Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, terdapat 5ub kegiatan yang

terdapat dalarmn Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar

tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati

Tanah Datar tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 namun tidak

terdapat dalam RKPD dan/atau KUA - PPAS, antara lain

1. Badan Pemberdayaan dan Perlindungan Anak antara lain pad sub
kegiatan Penguatan dan Pengembsangan Lembaga Penyedia Layanan
bagi Anak vang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah
Kabupaten /KotaPengelolaan Pelayanan Kesehatan Jbu Bersalin

2. Dinas Tenaga Kerja .

a. Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi
Pencart Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi

Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
Pclayanan Antar Kerja
Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online

- B <

Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada
Organisasi Pergusaha, Federasi dan Konfederasi Serikal Pekerja/
Serikat Buruh serta Non Afiliasi

f. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

g. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan lkhtisar
Realisasi Kinerja SKPD

h. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

i. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor

j. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
k. Pcnvediaan Bahan Logistik Kantor

. Penvediaan Barang Cetakan dan Pengpgandaan
m. Fasilitasi Kunjungan Tamu




-0 -

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Mcbel

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Lisirik

i

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

i

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

u. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
v. Pemcliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

w. Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan
Langsung Panas Bumi dalam Dacrah Kabupaten/Kota

x. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan
PercepatanPengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri

y. HKoordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber
Daya Industri

z. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana
dan Prasarana [Industri

aa. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanzaan Pemberdayaan Industri
dan Peran Serta Masyarakat

3. Dinas Pertanian pada sub kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik
Veteriner

Selanjutnya, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar tentang APBD Tahun Anggaran
2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Tanah Datar tentang Penjabaran
APBD Tahun Anggaran 2024 belum berpedoman pada RKPD serta KUA dan
PPAS sebagaimana maksud Pasal 310 Undang-Undang Nomeor 23 Tahun
2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Untuk itu, Pemenntah Dacrah Kabupaten Tanah Datar harus
mengupayakan konsistensi pada setiap tahapan perencanaan anggaran
daerah, mulai dani RKPD, KUA, PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Tanah Datar tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana
maksud Pasal 265 ayat (3), Pasal 310 ayat (1), ayat (2} dan ayat (3} Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor & Tahun 2023, Pasal 17 ayat (2]
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan
Ncgara, Pasal 23 ayat (4] Peraturan Pemerintah Nomor B Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Pasal 23 ayat (2], Pasal 89
ayat (1} dan Pasal 90 ayat (3] Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Normor 86 Tahun 2017 tentang Tata
{Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerab tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Pecrubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah,

Dalam hal kegiatan dimaksud merupakan kebijakan nasional, keadaan
darurat, keadaan luar biasa, dan amanat dari peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan, KUA dan PPAS
disepakati dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar
tentang APBD Tahun Anggaran 2024 disetujui bersama, Pemerintah Daerah
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Kabupaten Tanah Datar menyesuaikan program, kegiatan dan sub kegiatan
baru untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah Kabupatcn
Tanah Datar tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

V. KESESUAIAN ERANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN
RANCANGAN PERATURAN KABUPATEN Tanah Datar TENTANG PENJABARAN
APBD DENGAN RPJMD/RPD

Kesesuaian program dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah
Datar tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati
Tapah Datar tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dengan RPJMD
sehagaimana maksud Lampiran VII Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Tanah Datar tentang APBD Tahun Anggaran 2024, sebagail berikut:

1. Terdapat perbedaan jumlah anggaran yang tercantum dalam RPJMD pada

Tahun 2024 Rpl.314.778.464.022,25 sedangkan vang tercantum dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar tentang APBD Tahun
Anggaran 2024 Rpl1.398.919.280.321,00, dan

2. Jumlah program yang tercantum dalam RPJMD pada Tahun 2024

scjumlah 212 program sedangkan yang tercantum dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar tentang APBD Tahun Anggaran
2024 sejumlah 135 program.

Berkaitan dengan itu, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar agar memperhatikan:

1. Jumlah anggaran dalam RPJMD bersiiat indikatif, agar dipastikan belanja

daerah setiap tahun dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, terutama menyangkut pelaksanaan program priorilas
daerah dan dukungan terhadap prioritas nasional; dan

Jumiah program, kegiatan, dan sub kegiatan agar didasarkan pada hasil
fasilitasi RKPD Tahun 2024 serta Berita Acara Pembahasan KUA dan PPAS
Tahun Anggaran 2024

Sclanjutnya, agar penyesuaian program mempertimbangkan pencapaian
target akhir Indikator Kinerja Makro (IKM]), Indikator Kinerja Utama (IKU)

dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) sebagaimana tertuang dalam RPJMD
Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024-2026.

V1. LAIN-LAIN

Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam menyusun APBD Tahun Anggaran
2024, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBD, juga
mempedomani antara lain scbagai berikut :

A

Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar tentang APBD Tahun Anggaran
2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Tanah Dalar tentang Penjabaran
APBD Tahun Anggaran 2024 vyang tidak tertuang dalam Keputusan
Gubernur ini, tetap harus mempedomani ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem di selurub wilayah
Republik Indonesia pada tahun 2024 berpedoman pada Instruksi Presiden
Repubiik Indenesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan
Kemiskinan Ekstrem, agar mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. mclaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah
kabupaten/kota melalui kegitan/subkegiatan antara lain:




i

a. rehabilitasi sosial PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA
di Luar Panti Sosial;

pemeltharaan anak-anak terlantar;
pengelolaan pendidikan nonformal/kesetaraan;
pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat;

" a0 o

prncegahan dan  penyelesaian  perselisihan hubungan  industrial,
mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah kabupaten/kota.

2. mcnetapkan data sasaran keluarga miskin ckstrem berdasarkan hasii
musyawarah desa/kelurahan yang dibukiikan dengan berita acara
musvawarah desa/kelurahan melalui kegitan /subkegiatan antara lain:

a. pengelolaan data [akir miskin cakupan daerah kabupaten /kota;

b. advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran  serta
masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah kabupaten /kota.
3. pereepatan penghapusan kemiskinan ckstrem, termasuk pemutakhiran
dala penerima dengan nama dan alamat |by name by address) melalui
kegiatan/subkegiatan antara lain;

a. penyediaan f{asililas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP
kewenangan daerah kabupaten /kota,

b. pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggolaannya
dalam daerah kabupatenfkota; dan

c. pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi.
4. memfasilitasi penyediaan perumahan bagi penerima manfaat; dan

|

menyampaikan laporan hasil pelaksanaan percepatan penghapusan
kemiskinan ckstrem kepada gubernur setiap 3 [tiga) bulan sekali.

. Menindakianjuti  Surat  Edaran  Menteri Dalam  Negeri  Nomor
BO0.1.9.1/3252/5] tentang Pendanaan kegiatan Pemilihan Gubernur dan
Walkil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupat: serta Bupati dan Wakil Bupati
Tahun 2024 tanggal 29 September 2023, maka Pemerintah Kabupaten Tanah
Datar agar memastikan tersedianya alokasi anggaran untuk Hibah Pemilihan
Kepala Dacrah screntak kepada KPU dan Bawaslu sesuai kebutuhan di
APED TA. 2024, Bilu ketentuan tersebut tidak dipenuhi dan ditindakianfiti
maka nomor register untuk penetapan Perda AFPBD 2024 tidak akan
diberikan. Untuk itu, pada saat pemerintah Kabupaten Tanah Datar
menyampaikan hasil tindak lanjut evaluasi gubernur ini, agar menvertakan
dokumen resmi terkait besaran Hibah ke KPU dan Bawaslu sebagai data
pembanding untuk penerbitan atau tidak menerbitkan nomor register pada
APBD 2023, Dokumen resmi tersebut berupa salinan Naskah Perjanjian
Hibah Daerah (NPHD) tentang Peluksanaan Dana Hibah Penvelenggaraan
pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2024 antara Bupati
Tanah Datar dengan Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Kabupaten Tanah Datar.

. Dalam ranghka peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan dan
penganggaran tahunan daerah, serta untuk menjamin Konsistensi dan
keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran agar menghasilkan
APBD vang berkualitas serta menjamin kepatuhan terhadap kaidah-kaidah
perencanaan dan penganggaran, Kepala Daerah harus menugaskan APIP
sebagal  guality  assurgnce  untuk melakukan revia  atas  dokumen
perencanaan dan penganggaran dacrah vakni reviu atas RKPD. Rencana
Kerja SKPL, KUA-PPAS, dan RKA-SKPD. APIP agar memastikan SKPD terkait
dan TAPD {elah menindaklanjuti rekomendasi dalam calatan hasil reviu APIP.
Laporan hasil revia APIP dacrab untuk KUA dan PPAS serta RKA-SKPD
disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan
ditembuskan kepada Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri paling
lama 7 [tujuh] harn setelah pelaksanaan reviu selesai dilaksanakan.
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E. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar agar memastikan ketersediaan alokasi
anggaran Perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian
bagi non PNS yang tidak masuk ruang lingkup peserta dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 77 Tahun 2015 yang diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017, dengan mempedomani Peraturan
Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program JKK
dan JKM sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun
2015, dimana kriteria pekerja vang bekerja pada pembenn kerja
penyelenggara negara tersebut mempedomani Peraturan Menteri Tenaga
Kerja Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program
Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua.

F. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar agar melakukan langkah-langkah
percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik
berbasis baterai (Battery Electric Vehicle) sebagai kendaraan dinas
operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintahan
daerah, sebagaimana dimaksud dalam amanat Instruksi Presiden Nomor 7
Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis
Baterai (Battery Electric Vehicle)] Sebagai Kendaraan Dinas Operasional
dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat Dan
Pemerintahan Daerah.

G. Menindaklanjuti surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
400.14.1.1/6325/BAK tanggal 15 November 2023, hal Tuan Rumah
Pelaksanaan Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-74 Satuan Polisi
Pamong Praja (Satpol PP) dan Ke-62 Satuan Perlindungan Masyarakat
(Satlinmas) tingkat Nasional dimana Provinsi Sumatera Barat ditunjuk
sebagai tuan rumah pelaksanaan kegiatan tersebut, maka Bupati Tanah
Datar agar mendorong keterlibatan Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka
mendukung dan menyukseskan penyelenggaraaan peringatan peringatan
HUT Satpol PP ke-74 dan Satlinmas ke-62 Tingkat Nasional Tahun 2024 di
Sumater Barat. Untuk itu agar Bupati menyiapkan dan memastikan
ketersediaan anggaran yang memadai pada APBD Tahun Anggaran 2024
untuk mendukung pelaksanaan rangkaian kegiatan dimaksud.

GUBEF




